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1.1. Latar Belakang

Pembangunan Pendidikan dan kebudayaan merupakan
pelaksanaan amanat konstitusi yang secara lugas dinyatakan dalam
berbagai pasal. Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap
orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasamnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Pasal 31 menvatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan
dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistern pendidikan
yang terintegrasi dari daerah hingga pusat, yang bertujuan meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak muha dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang,
memprioritaskan  anggaran  pendidikan  serta memajukan  ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung ungg nilai-nilai agama
dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan
umat manusia. Kesungguhan melaksanakan amanat konstitusi terkait
dengan pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan. Visi
Pendidikan Nasional pun menjadi semakin jelas. Penjelasan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial
yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia
berkembang menjadi manusia yvang berkualitas sehingga mampu dan
proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah serta pembagian
kewenangan dalam pengelolaan pendidikan yang teruang dalam Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014,

Tema pembangunan pendidikan jangka panjang mengacu pada
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka
panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,
serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,
rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja
pemerintah daerah. Dalam perencanaan jangka menengah, masih
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dimungkinkan adanya penyesuaian atau perbaikan tema sesuai dengan
kondisi terkini melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) tiap periode pemerintahan vang disesuaikan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2025 - 2045)

Periode 2024-2026 dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinst Sumatera Selatan telah menetapakan
5 {lima) sasaran yang tertuang di dalam arah kebijakan, antara lain :

a) Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

b) Meningkainya pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan

¢] Meningkatnya perluasan akses dan kesempatan terhadadap pelayanan
pendidikan dan Kesehatan

d) Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunnya resiko
bencana

¢) Meningkatnya tata Kelola pemerintahan

Pembangunan bidang pendidikan tertuang pada sasaran kedua
vaitu meningkatnya pemerataan pendapatan (dan pengurangan
kemiskinan Menurunnva orang miskin dan sasaran ketiga yaitu
Meningkatnya perluasan akses dan kesempatan terhadadap pelayanan
pendidikan dan Kesehatan (ditunjukkan pada tabel struktur pohon
kinerja RPD Sumsel dibawah ini)

STRUKTUR POHON KINERJA RPD SUMSEL 20242026

TERWUJUDNYA SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, UNGGUL
DAN TERDEPAN
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RPJMD bidang Pendidikan disusun ke dalam dokumen renstra.
Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yvang berorientasi pada hasil
vang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu periode 2024-
2026 sehubungan dengan terjadinya kekosongan tugas dan fungsi Kepala
Daerah pada masa transisi sebelumn terpilih dan dilantiknva Kepala
Daerah yang baru dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan
strategis dengan berpedoman pada RPJMD vang disesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah tersebut, dengan visi yang akan
dicapai adalah Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan yang
tertuang di dalam 4{misi} antara lain

Rencana Strategis Dinas Pendidikan vang disusun untuk tahun
2024-2026 bersinergi dengan renstra Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan. Dalam periode vang lalu (2020-2024), Kemendikbud telah
mengimplementasikan Nawacita dalam berbagai program kerja prioritas
kementerian, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi
Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan
Karakter (PPK). Memasuki periode selanjutnya (2020-2024), Kemendikbud
kembali mengelola sektor pendidikan tinggi. Oleh karena itu,
pembangunan SDM yang menjadi kewenangan Kemendikbud akan
memperhitungkan  tren  global terkait kemajuan pesat teknologi,
pergeseran  sosio-kultural, perubahan lingkungan  hidup, dan
perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap
tingkatan dan bidang kebudayaan, dengan 4 [empat) antisipasi antara
lain:

1. Pertama, Kemajuan teknologi vang mendorong Revolusi Industri 4.0
bersama dengan  terobosan-terobosan  yang — menvertainya
mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia dan di
segnla industri, diterapkan otomatisasi, kecerdasan buatan, big data,
3D printing dan lain sebagainva. Keterhubungan antar manusia juga
semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologl, seperti konektivitas 5G
vang memunculkan kendaraan otonom (autonomous vehicle], dan
delivery drone;

2. Kedua, secara sosio-kultural, terjadi pergeseran demografi dan profil
sosio-ekonomi populasi dunia. Semakin banyvak orang yang harapan
hidupnya lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja semakin
lama. Negara-negara berkembang akan mengalami peningkatan
migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah.
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Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas vang semakin
tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan
kehidupan sehari-hari. Konsumen akan semakin peduli akan
persoalan etika, privasi, dan kesehatan;

3. Ketiga, pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi dan air
akan terus naik, sedangkan sumber daya alam akan menipis dalam 20
{dua puluh) tahun ke depan. Penggunaan energi alternatif atau energi
bersih akan meningkat untuk melawan dampak dari perubahan iklim
dan polusi. Upaya yang dikerahkan untuk mempertahankan
keberlanjutan  lingkungan  hidup dan mengatasi berbagai
permasalahan lingkungan juga akan semakin besar;

4, Keempat, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan
sekarang. Ketiga perubahan besar vang telah disebutkan sebelumnya
membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi,
dan konsep aktualisasi diri. Struktur pekerjaan akan semakin bersifat
fleksibel, tak mengenal batas geografis dan tak terikat akan
mengakibatkan  pekerja  tidak akan  terikat pada  satu
institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan sementara
(freelance dan temporary) akan bertumbuh pesat. Pekerja dari berbagai
usia dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin panjang,
sehingga menuntut penghargaan atas keragaman latar belakang
Teknologi mempermudah pekerjaan sehari-hari, namun juga
menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru.
Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah
kariernya dan mencari kepuasan pribadi dalam pekerjesannya. Agar
dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan, Kemendikbud telah
menctapkan 6 (enam)] profil Pelajar Pancasila yang harus
ditumbuhkembangkan di antara peserta didik saat ini; (1) kebinekaan
global, (2) bergotong royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri,
dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia.

Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas,
Kemendikbud, melalui kebijakan Merdeka Belajar, berupayva merangkul
semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudavaan antara lain
keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan,
industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua
potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan kebudayaan
vang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita
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kemerdekaan Indonesia. Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun
2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman
bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus
demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan
sosial, seperti yvang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

Dokumen Renstra ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian
setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh perluasan
wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ilmu
pengetahuan dan  teknologi di  perguruan tinggi. Selain  untuk
menjabarkan tugas dan kewenangan baru tersebut, penyempurnaan
rencana strategis juga dilakukan untuk mempertajam strategi dan upaya-
upaya Kemendikbudristek dalam menanggulangi dampak pandemi Corona
Virus Disease 2019. Corona Virus Disease 2019 vang merebak di awal
tahun 2020 telah menyebabkan 60 (enam puluh) juta anak usia sekolah
tidak dapat melakukan pembelajaran secara optimal di sekolah. Maka,
perubahan rencana strategis ini juga akan membawa upayva-upava
menekan dampak turunnya kualitas belajar siswa yang disebabkan proses
belajar mengajar vang tidak optimal selama pandemi. Upaya ini akan
dilakukan salah satunya dengan melakukan akselerasi transformasi
pendidikan. Transformasi pendidikan ini  diharapkan membuka
kesempatan bagi semua satuan pendidikan, guru dan peserta didik dapat
secara mandiri melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan

Renstra yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi umum
Pendidikan dalam upavanyva untuk mengknstalkan peranan pendidikan
dengan gambaran umum sebagai berikut;

1. Akses Pendidikan
Setiap orang berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan amanat
konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan
tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu dan biaya. Pemerintah
harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik vang memiliki
hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis
Selanjutmya juga sangat diperlukan meningkatkan angka partisipasi
sekolah terutama pendidikan khusus inklusi bagi anak berkebutuhan
khusus serta layanan khusus seperti anak rimba, anak nelayan dan
anak vang berkonflik dengan hukum serta dukungan terhadap
kelompok ekonomi termiskin di dalam memperoleh akses pendidikan.
Untuk akses jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)
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sederajat masih jauh dari ketuntasan sehingga pengukuran akses
masih menggunakan pengukuran dengan Angka Partisipasi Kasar
(APK] sedangkan untuk akses Sekolah Menengah Kejuruan untuk
wilayah-wilayah tertentu belum maksimal sehingga diperimbangkan
untuk pendirian SMA/SMK satu atap.

2. Partisipasi Pendidikan Lintas Sektor
Selain berdasarkan kelompok ekonomi, angka partisipasi pendidikan
juga dipengaruhi oleh faktor gender dan disabilitas. Capaian angka
partisipasi sekolah berdasarkan gender menunjukkan bahwa anak
perempuan memiliki probabilitas sedikit lebih tinggi dibandingkan
anak laki-laki, meskipun perbedaan antara keduanya tidak pernah
melebihi 2% (dua persen). Perbedaan ini jauh lebih kecil dibandingkan
perbedaan antar kelompok ekonomi dan perbedaan antara anak
berkebutuhan khusus dan bukan anak berkebutuhan khusus.
Mempertimbangkan capaian isu lintas sektor ini,
dilaksanakan dengan 2 (dua) program afirmasi untuk menyasar
kelompok ekonomi termiskin dan juga anak berkebutuhan khusus.
Program pembiayaan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar
sekolah/kuliah, afirmasi pendidikan menengah (Adem| dan afirmasi
pendidikan tinggi (ADik). Sementara itu program afirmasi untuk anak
berkebutuhan khusus dapat berupa penvelenggaraan pendidikan
inklusi dan pendidikan luar biasa afirmasi bagi kelompok ekonomi
termiskin
3. Mutu Pendidikan

Mutu Pendidikan sangat erat kaitannya dengan akreditasi dan nilai
hasil assesmen nasional yvang tertuang di dalam raport mutu
pendiidkan daerah. Dalam penilaian assesmen nasional terdiri atas
penilaian assesmen siswa antara lain nilai literas, numersi dan survei
lingkungan baik guru dan kepala sekolah, pendapatan lulusan
berdasarkan kualifikasi dan sertifikasi menunjukkan bahwa lulusan
SMK yvang memiliki sertifikat, memiliki rata-rata pendapatan yang
lebih tinggl daripada lulusan SMA bersertifikat. Sementara itu, pada
jenjang perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi akademik memiliki
rata-rata penghasilan yang lebih tinggi daripada lulusan pendidikan
tinggi vokasi

Pemerintah  memang  bertanggung jawab  menyelenggarakan
pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semun warga negara. Namun,
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semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan
pendidikan agar hasilnya optimal. Penvelenggaraan pendidikan harus
disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi
negeri dan peran aktif seluruh masyarakat;

4, Kondisi Pendidik

Ketersediaan pendidik sangat pentingan dalam proses pembelajaran.
Saat ini kekurangan pendidik PNS sangat dirasakan penyebabnya
adalah pembatasan perekrutan pendidik namun saat ini telah
diupayakan perekrutan pendidik malalui jalur P3K serta juga perlu
mempertimbangkan untuk melakukan pemerataan pendidik.
Selanjutnya perlu ditingkatkan kualitas pendidik dengan memperkuat
mekanisme pelatihan guru, penajaman standar kompetensi guru
melalaui guru penggerak;

5. Kebekerjaan Lulusan
Keterserapan lulusan di dunia kerja merupakan salah satu tolok ukur
keherhasilan kualitas hasil belajar, terutama untuk jenjang menengah
dan tinggi. Terdapat 2 (dua) perspekif dalam menganalisis
keterserapan tersebut. Pertama, perspektif berdasarkan tingkat
kebekerjaan seluruh angkatan kerja. Pada jenjang pendidikan tinggi
terdapat tingkat keterserapan kerja yang lebih tinggi dibandingkan
dengan jenjang pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa
pendidikan tinggi memberikan nilai tambah yang cukup signifikan,
jalur pendidikan tinggi akademis masih memiliki keterserapan yang
lebih baik daripada jalur pendidikan tingg vokasi,
Kedua, perspektif berdasarkan keterserapan lulusan di dunia kerja
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah lulus. Perspeksif ini
bermanfaat untuk melihat terjadinya perubahan mutu lulusan dar
satuan pendidikan
Isu lain yang terkait kebekerjaan lulusan pendidikan SMK adalah
adanya rentang perbedaan yang cukup besar antara kemampuan
siswa SMK dan kemampuan siswa SMA dalam berpikir kritis, analitis,
dan memecahkan masalah. Sebagai akibatnya, siswa SMA memiliki
tingkat kebekerjaan yang lebih tinggi dari pada siswa SMK karena
lebih adaptif menyerap keterampilan yang baru. Untuk mengatasi isu
tersebut, SMK perlu mempertimbangkan penguatan kompetensi dasar
dan penanaman karakter abad 21 terutama untuk mengatasi
kebekerjaan tamatan SMK pada dunia usaha dan dunia insdustri;
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6. Tata Kelola

Salah satu hal kunci dalam tata kelola pendidikan adalah bahwa
urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang
kewenangannya dilimpahkan ke daerah. Walaupun Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menggariskan
bahwa 20% {dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dialokasikan untuk pendidikan, lebih dari 60% (enam puluh
persen) anggaran tersebut adalah anggaran yvang dikelola oleh daerah
untuk mendukung program prioritas pemerintah melalaui dana
alokasi khusus baik DAK fisik maupun non fisik.

Meningkatnya perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan
pendidikan, 6 (enam) gambaran umum diatas masih menjadi kendala.
Untuk menyikapi masalah tersebut diperlukan langkah-langkah
mendasar, konsisten dan sistematis serta komitmen dari semua pihak.
Sebagai implikasi dari masalah tersebut, perlunya memecahkan masalah
tersebut dengan perencaan yang baik, terintegrasi dan berkelanjutan
dalam mengurangi permasalahan sehingga bisa mencapai tujuan misi
pendidikan tersebut,

Dalam hal ini, perencanaan pendidikan harus akurat, tepat sasaran
terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, schingga dengan mudah
dapat mecapai hasil yang di harapkan dengan maksimal. Perlu disadari
bahwa pendidikan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah,
tetapi sesungguhnya merupakan tanggung jawab bersama antara
pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnyalah dalam
proses penyusunan perencanaan pendidikan juga melibatkan komponen
masyarakat sebagai bagian dari stakehaolders pendidikan.

Sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan jangka waktu
perencanaan, maka setiap daerah otonom minimal wajib menyusun tiga
jenis perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Pembanguan Tahunan Daerah. Sementara itu masing-masirig
SKPD harus menjabarkan kebijakan pembangunan yang dituangkan dal
am Rencana Strategis SKPD yang merupakan dokumen perencanaan
dengan memadukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) serta Rencana Strategis Kementrian.
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Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
disusun dengan menetapkan kebijakan pembangunan untuk 3 (tiga)
tahun ke depan (2024-2026), penetapan kebijakan berdasarkan hasil
evaluasi pembangunan pendidikan di Sumatera Selatan yang telah
dilaksanakan selama lima tahun terakhir karena pembangunan yang
telah dilaksanakan selama ini masih menyisakan permasalahan vang
perlu ditindakianjuti. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
memiliki kewajiban untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut yang
tersusun di dalam rencana kerja Dinas Pendididikan untuk setiap
tahunnva dalam upava untuk mencapai apa yang telah tertuang di dalam
RJPMD vang diturunkan di dalam Renstra Dinas Pendidikan. Perspekiif
pembangunan pendidikan tidak hanva ditujukan untuk mengembangkan
aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral, social, dan fisik
peserta didik, sehingga tujuan pembangunan pendidikan untuk
pengembangan sumber dayva manusia di Sumatera Selatan dapat kita
wujudkan. Di samping itu berdasarkan konsepsi di atas dan dengan
adanya paradigma baru dalam pembangunan termasuk pembangunan
pendidikan, yaitu adanya perubahan dari sistem sentralisasi menjadi
desentralisasi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, vang membag kewenangan terhadap pengelolan
pendidikan, maka Pemerintah Daerah wajib menyiapkan perencanaan
pembangunan sesuai dengan amanat undang - undang yang menjadi
kewenangan masing - masing.

1.2 Landasaan Hukum
Sebagai dasar hukum untuk penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) adalah:
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
b. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
¢. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dasrah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
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Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Panjang
Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;

h. Perda Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPD Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2005-2025;

i. Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang
RPJMD Prov. Sumsel tahun 2019-2023;

j. Perda RPJMD Perubahan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13
Tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan mendasar dalam tatanan eckonomi, sosial, peolitik dan
budaya yang sangat menentukan arah kehidupan berbangsa dan
hernegara dimasa depan, rencana pembangunan lima tahun Kedepan
merupakan konsensus dan komitmen bersama untuk menyatukan
pandangan, sikap dan langkah seluruh lapisan masyarakat dalam
melaksanakan prioritas pembangunan selama 5 tahun kedepan. Salah
satu pilar pembangunan di Sumatera Selatan adalah pembangunan
sumber dava manusia vang berarti perungkatan kualitas sumberdaya
manusia merupakan suatu upaya strategis vang harus dilakukan

Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera
Selatan berupaya untuk mewujudkan suatu Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangka Daerah vang merupakan acuan dalam melaksanakan
program setiap tahun anggaran vang pada akhimya dapat diharapkan
terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas di Sumatera Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Selatan disusun sebagai berikut :
1) Bab | Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan serta sistematika penulisan
2) Gambaran pelayanan perangkat daerah
Berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah. Sumber Daya Perangkat Daerah, Kineia Pelayanan

Momirrs Perubiabn e Pendiciiain Provine Saasioi Solstn 10
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Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Perangkat Daerah

3) Bab [l lsu-isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Perangkat Daerah
Berisi tentang ldentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra KL dan
Renstra Provinsi/Kabupaten/kota, Telaah Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan
Isu-isu Strategis

4) Bab IV Tujuan dan Sasaran
Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

5) Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Berisi Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat
Daerah dalam tiga tahun mendatang

6) Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Berisi Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif

7] Bab VIl Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Berisi Indikator Kinerja Perangkat Daerah vang secara langsung
menunjukkan kinerja perangkat da

8) Bab VIII Penutup

fstre Porutatan s Pendabsdon Provess Semiless Selaan 11
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a.

Tugas Pokok
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Perda) Nomor 8

tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Sumatera Selatan., menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan
mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan
tugas dekonsentrasi di bidang Pendidikan, tugas pokok dan
fungsi Dinas Pendidikan telah disusun di dalam Peraturan
Gubernur [Pergub) Nomor 52 tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Selatan sedangkan untuk UPTD Dinas Pendidikan
uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi tertuang di dalam
Peraturan Gubenur (Pergub) Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Pelaksana Tekmis Dinas
di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatar.

b. Fungsi Organisasi
Untuk menvelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusarn umum, perencanaan,
kepegawaian dan keuangan,
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
3. Pengelolaan  data, pembinaan teknis dan  program
pembangunan pendidikan nasional,
4. Pengawasan, pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas
sesuai dengan kebijakan pemerintah;
5. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di
bidang pendidikan;
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam
lingkup tugasnya.
Untuk membantu tugas dari Dinas Pendidikan UPTD Dinas
Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:
pminrn Pyrubuadinn Ui Fenadidilam Priviin Semnem Halstms 12
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1.UPTD Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan (BPPK)
dengan fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana kerja yang meliput:
1) Penyelenggaraan pelatihan pendidikan kejuruan
2] Penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi
3] Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan
4) pelaksanaan urusan administrasi  kepegawaian di
lingkungan UPTD BPPK
5] Pelaksanaan administrasi dan laporan keuangan UPTD
BPPK
6) Pelaksanaan pengelolaan aset barang milik daerah di
lingkungan UPTD BPPK
7] Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana UPTD
BPFK
8) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan UPTD BPPK
9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan
10) Penyelenggaraan administrasi kearsipan UPTD BPPK
b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas dan
fungsinya
c. Pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan
d. Memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan
pembinaan kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
f. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) dan
g. Melaksanaan lugas lain yang diberikan oleh pimpinan
2. UPTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
(BTIKP) dengan fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana kerja yang meliputi:
1] Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
bidang pendidikan
2) Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang teknolog
informasi dan komunikasi bidang pendidikan
3) Pemberian lavanan teknologi informasi dan komunikasi
bidang pendidikan

ftemmarra Perohatu (R Tondsdkon Frovion Seometm Selvtam !3
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4) Pengembangan kompetensi pendidik di  bidang
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
bidang pendidikan

5) Pengembangan dan produksi bahan pembelajaran
dengan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi bidang pendidikan; dan

6) Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan media pembelajaran
berbasis teknologi informasi dan komunikasi bidang
pendidikan

b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas dan
fungsinya

¢. Pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan

d. Memberi petunjuk, membag tugas dan melaksanakan
pembinaan kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

f. Penilaian Presiasi Kerja Pegawai (P2KP} dan

g. Melaksanaan lugas lain yang diberikan oleh pimpinan

3. UPTD Graha Teknologi Sriwijaya dengan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kerja yang meliputi:

1] Pelaksanaan ketatausahaan

2) Pelayanan pengunjung edukatif

3] Pelaksanaan kerjasama bidang sains dan teknologi

4) Publikasi/promosi, sosialisasi sains dan teknologi

5) Penyediaan sarana pembelajaran sains dan teknologi

6) Pengelolaan hasil penelitian bidang sains dan teknologi

7) Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi

B) Pelaksanasan pelayanan rumah pintar

b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai tugas dan
fungsinya

c. Pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan

d. Memberi petunjuk, membagi tugas dan melaksanakan
pembinaan kepada Kepala Subbagian dan Kepala Seksi

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

f. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) dan

g. Melaksanaan lugas lain yang diberikan oleh pimpinan

M [Meribabian [Rems Pesldblioan Proviis S et 14
Tsham 24 - 026



c. Strukutur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Pendidikan diatur pada Pergub Nomor
52 tahun 2016, dengan strukutur organisasi terdiri atas :

1.
2.

Kepala Dinas

Sekretariat membawahi

a. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

b. Subbag Keuangan dan

c. Subbag Umum dan Kepegawaian

Bidang Sekolah Menengah Atas, membawahi ;

a. Seksi Kurikulum

b. Seksi Peserta Didik

c. Seksi Sarana dan Prasarana

Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, membawahi :

a. Seksi Kurikulum

b. Seksi Peserta Didik

c. Seksi Sarana dan Prasarana

Bidang Pendidikan Khusus dan Lavanan Khusus,

membawahi :

a. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik

b. Seksi Sarana dan Prasarana

¢, Seksi Tugas Perbantuan

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi !

a. Seksi  Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Atas

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Atas

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Khusus dan Layanan Khusus

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional

Frsirrs Perobatnp (e Pondihom Fipvim Samsm Slatim I 5
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Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Pada Dinas Pendidikan Sesuai dengan
Pergub 52 tahun 2016
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Gambar 2.2,
Bagan Struktur Organisasi UPTD Dinas Pendidikan Sesuai dengan
Pergub 15 tahun 2018
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UPTD BTIKP

Kepala UPTD BTIKP

L. Hj. Ponpyem, M.Pd
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Perangkat

Daerah adalah organisasi atau

Bedul Preagues Batns des Tokuolog

A Maniew, 5 T

Dre B Wies Fablewl 8 8
Pemnbins Mtams Madys, [V/4
NIP. 19430409 198803 1 0OT

lembaga pada

Pemerintah Daerah vang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi.
Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan
Lembaga Teknis Daerah yang bersinergis dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi dari masing masing perangkat daerah dengan memanfaatkan

semua potensi vang terdapat pada perangkat daerah masing - masing.

seperti :

2.2.1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat
penting bahkan tidak dapat dilepaskan dan sebuah organisasi,
baik institusi pemerintah maupun swasta. SDM juga merupakan

kunci vang menentukan perkembangan institusi, pada hakikatnya

SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah institusi

fhematrn Verybatun Daous Pondsatian Provimi Ssamaters Scidm
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2.2.2.

sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan
institusi tersebut itu, Secara garis besar, pengertian Sumber Daya
Manusia adalah individu vang bekerja sebagai penggerak suatu
organisasi, baik institusi pemerintah maupun swasta dan
berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan
kemampuannya.

Kebijakan otonomi daerah vyang dilaksanakan memberikan
kesempatan kepada masing masing daerah untuk meningkatian
SDM masing masing daerah sesuai dengan kebutuhan dan skala
prioritas pembangunan pemerintah daerah masing masing.
Peranan vital dalam peningkatan SDM terletak pada Dinas
Pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa,
dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan harus
mengerahkan segala kemampuan dan potensi SDM yang ada pada
Dinas Pendidikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut
disusun di dalam Struktur organisasi di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan khususnya Dinas Pendidikan yang
bertujuan menjalankan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah
di provinsi Sumatera Selatan. Sebagai landasan tugas tersebut
tetapkan dengan Perda nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi
dan tata kerja Dinas Daerah Propinsi Sumatera Selatan serta
Pergub No 52 Tahun 2016 tentang struktur organisasi pada Dinas
Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan penjabaran SDM
sebagai berikut :

Jumlah Pegawai pada Dinas dan satuan Dinas :

- Dinas Pendidikan = 164 orang
- UPTD BPPK = 18 orang
- UPTD BTIKP i 17 orang
- UPTD Graha Teknologi Sriwijaya = 18 orang
- Pendidik dan Tenaga Kependidikan = 21,978 orang
- Pengawas = 96 orang

Jumlah = 22.291 orang
Aset yang dikelola

Aset Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang masih
dikelola adalah:
1. Aset Tidak Bergerak (Gedung bangunan) antara lain:

Krmntte Pendedien (R Pontusbos P Sopteey Sclaies |g
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a. Gedung Kantor Dinas Pendidikan di Jl. Kapten A. Rivai
Palembang;
b. Rumah Dinas Kepala Dinas di Jalan Demang Lebar Daun
Palembang;
Rumah Dinas di Jalan Mayor Ruslan Palembang;
Gudang Buku di Jalan Sako Kenten Palembang;
Cudang Beras di Jalan Kebun Duku Palembang;
Gedung UPTD BTIKP di Jalan KS. Tubun Palembang;
Gedung UPTD BPPK di Jalan Basuki Rahmad Palembang;
Taman Pendidikan Anak Usia Dini Jakabaring Palembang;
Gedung UPTD Graha Teknologi Sriwijaya Jakabaring;
Gedung SMA Negeri sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh
sembilan) gedung sekolah vang tersebar di 17 (tujuh belas)
Kab/Kota.
k. Gedung SMK Negeri sebanyak 120 (seratus dua puluh)
gedung sekolah vang tersebar di 17 (tujuh belas) Kab/Kota
. Gedung SLB Negeri sebanyak 16 (enam belas] gedung
sekolah yang tersebar di 16 (enam belas) Kab/Kota
2. Aset bergerak (Kendaraan Dinas)
Kendaraan roda 4 (empat)

Ea U -

—
"

e

a. Minibus = 31 unit
b, Bus = 2 unit
e. Pick Up = 1 unit

Kendaraan roda 2 (dua)
4. Sepeda Motor = 13 unit
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
daerah menjelaskan tentang pembagian kewenangan yang terbagi atas
kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi dan
kewenangan pemerintah kab/kota. Untuk kewenangan Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki
kewenangan pengelolaan SMA, SMK dan SLB.
Untuk pelayanan pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi
‘Sumatera Selatan terbagi atas Sekretariat, 4 (empat) bidang dan 3 (UPTD),
dengan pelayanan sebagai berikut:
1. Sekretariat untuk pelavanan yang dilakukan antara lain:
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a. Pengelolaan kepegawaian, persuratan, arsip, pembinaan
pegawai, penyediaan informasi, pelayanan umum, rumah
tangga.

b. Pengelolaan Keuangan baik yvang bersumber dari APBD
maupun melalui APBN

c. Pengelolaan Perencanaan, evalusi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan kegiatan baik yang bersumber dari APBD
maupun APBN

2. Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA| untuk pelayanan yang
dilakukan antara lain:

a. Pengelolaan Kurikulum Sekolah Menengah Atas

b. Pengelolaan Peserta Didik Sekolah Menengah Atas

¢. Pengelolaan Sarana dan Prasaran Sekolah Menengah Atas

3. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk pelayanan
vang dilakukan antara lain:

a. Pengelolaan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan

b. Pengelolaan Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan

c. Pengelolaan Sarana dan Prasaran Sekolah Menengah
Kejuruan

4 Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK] untuk
pelayanan yang dilakukan antara lain:
a. Melaksanakan tugas pengelolaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan SMA
b. Melaksanakan tugas pengelolaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan SMK
¢, Melaksanakan tugas pengelolaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PKLK
5. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) untuk
pelayanan vang dilakukan antara lain:

a. Pengelolaan Kurikulum dan Peserta Didik pendidikan khusus
dan layanan khusus

b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus dan
lavanan khusus

¢, Melaksanakan tugas perbantuan

6. UPTD BPPK untuk membantu pelaksanaan tugas dinas dalam
mengembangkan pendidikan kejuruan, uji komptensi dan
sertifikasi
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7. UPTD BTIKP untuk membantu pelaksanaan tugas dinas dalam
mengembangkan teknologi informasi komunikasi pendidikan

B, UPTD Graha Teknologi Sriwijaya membantu pelaksanaan tugas
dinas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

2.3.1. Jenis Pelayanan SMA/SMK dan SLB
Sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan vaitu
melaksanakan layanan bidang Pendidikan yvang tertuang dalam
standar pelayanan minimum untuk urusan pemerintahan wajib
pelayanan dasar, meliputi Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dan
Pendidikan Khusus (SLB). Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah
untuk usia 16 sd 18 tahun dan untuk Pelavanan Dasar
Pendidikan Khusus untuk usia 4 s.d 18 tahun. Hal terpenting
dalam pelayanan ini adalah kemudahan dalam akses dan layvanan
kepada masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke
sekolah menengah maupun ke sekolah khusus untuk anak
berkebutuhan khusus. Artinya dalam hal ini Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan harus menvediakan segala layanan bag
masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, seperti :
a. Ketersediaan Sekolah
Sekolah adalah lembaga pendidikan tempat terlaksananya
proses belajar dan mengajar, artinya tanpa adanya sekolah
berarti proses belajar dan mengajar tidak dapat terlaksana.
Ketersedian sekolah diharapkan didirikan di dekat lingkungan
rumah/tempat tinggal.
Berikut ini jumlah sekolah SMA Negeri dan Swasta di Sumatera
Selatan tahun 2019 s.d 2022

No | Tahun Jumlah Sm'_ﬁ;éeﬁ Jumlah SMA Sw Swﬁsta

1 | Tahun 2019 328 266

2 | Tahun 2020 328 275 .
3 ‘ Tahun 2021 320 289

4 | Tahun 2022 329 - 288

Sumber - Dupodik tahun 2022
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Diagram 2.1

Jlumiah SMA Negeri dan Swasta Tahun 2019 s.d 2022

3B CF) i 129

Tulpr 2070 Tahwn 2031 Tovhwn il

Tahun 219

o husnliah SMA Negeri

Sumber : Dapodik tahun 2022
Tabel 2.2 Jumlah SMK Negeri dan Swasta Tahun 2019-2022

W uirt Lkl ShAA Sevamla

No Tahun Jumlah SMK Negeri | Jumlah SMK Swasta ]
1 | Tahun 2019 114 185

2 | Tahun 2020 118 193

3 | Tahun 2021 120 196

4 | Tahun 2022 | 120 200 ]

Sumber : Dapodik tahlun 2022

Diagram 2.2

JUMLAH SMK NEGERI DAN SWASTA
TAHUN 2018 5.0 2022

£ jrlah SMIE Negei

Sumber : Dapdik tahun 2022

0 bummilak SME Swmils

Tabel 2.3 Jumlah SLB Negeri dan Swasta Tahun 2019-2022

No Tahun Jumlah SLB Negeri | Jumlah SLB Swasin |
1 | Tahun 2019 14 20 |
2 Tahun 2020 15 20
3 | Tahun 2021 15 23
4 | Tahun 2022 16 24

Sumber : Dapodik tahun 2022
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Diagram 2.3

JUMLAH SLB NEGERI DAN SWASTA
TAHUN 2018 S.D 2022

] lianehihs 550 it

n 2a

pel

Tt 010

Sumbier : Dapodik tahun 2022
Ketersediaan Ruang Kelas

Fishiloty WYY

i
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Ruang Kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah,
yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka
dalam proses kegiatan Belajar Mengajar (KBM), fungsi ruang
kelas untuk menampung siswa-siswi yang akan masuk ke
suatu sekolah, ketersediaan ruang kelas seharusnya sebanding
lurus dengan jumlah tamatan pada jenjang di bawahnya agar
dapat menampung siswa-siswi yang akan melanjutkan ke
pendidikan yang lebih tinggi. Berikut ini kondisi ruang kelas
SMA/SMK dan SLB di Sumatera Selatan tahun 2019 s.d 2022:

Tabel 2.4

Kondisi Jumlah Ruang Kelas SMA dan Kondisi Ruang Kelas
Tahun 2019-2022

No | Tahun

Jumlah
Ruang SMA
Kelas

Ruang Kelas
SMA Kondisi
Baik

Ruang Kelas
SMA Kondisi
Rusak Ringan

Runng Kelas
SMA Rondisi
Rusak
Sedang

Runng
Kelas SMA
Kondisi

Rusak Bert

1| 2019

6.745

6.151

321

273

2 2020

7.160

6.347

600

213

3 | 2021

7.684

3.908

3.776

0

0

4| 2022

l

7.708

7.558

150

Sumber: Data Verfikasi Pusdatin 2019.2021, Dapodik 2022
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Diagram 2.4

JUMLAH RUANG KELAS SMA DAN KONDISI RUANG
KELAS TAHUN 2019 5.D 2022
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Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapedik 2022

Tabel 2.5
Kondisi Jumlah Ruang Kelas SMK dan Kondisi Ruang Kelas
Tahun 2019-2022
Jumlah Ruang Kelas | Ruang Kelas SM%M[E’] I{m
No | Tahun | Ruang SMK | SMK Kondisi | SMK Kondisi Rusak Kondisi
Kelas Baik Rusak Ringan e
Sedang Rusak Berat
1 2019 3.561 3.458 . 64 a9
2 | 2020 3.901 3.743 - 105 53
3 | 2021 4.250 2,258 ' 1.987 . 5
4 | 2022 4.27R - 4.209 67 1
Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022
Diagram 2.5
JUMLAH RUANG KELAS SMK DAN KONDISI RUANG
KELAS TAHUN 2019 5.D 2022

i vl Adiarg SN Ketas LA Kl SN Kessnelial Balk

= Rusog Kefas SVIK Rondin; Rpsah Rengan & Boang Selis SWE Koodin Runsk Sedang

= Ruang kel SMEK Eondtu Rusah Beran

:’: B
i E—l . I I " -
TAMUN ::: ) FhhUN 3820 TAWUN 2037 Akl 3022
Sumber: Data Verilikasl Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022
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Tabel 2.6

Kondisi Jumlah Ruang Kelas SLB dan Kondisi Ruang Kelas
Tahun 2019-2022

Ruang Kelas Ruang
Jumliah Ruang Kelas | Ruang Kelas =
No | Tahun | RuangSLB | SLB Kondisi | SLBKondi | LB Kondisi | Kelas SLB
Kelas Baik Rusak Ringan | Fusak Kondisl
A Sedang Rusak Berat
1 2019 327 311 T 5 11
2 | 2020 429 385 . 31 13
3 2021 445 330 115 - -
4 | 2022 453 413 40 -
Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022
Diagram 2.6
JUMLAH RUANG KELAS SLB DAN KONDISI RUANG KELAS
TAHUN 2019 5.D 2022
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RUSAK RUSAK RUSAK BERAT
MINGAN SEDANG

Has Thtba

@ Tahun 2015 @ Tahon 2020 =Tahun 2021 & Tahan 2022

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022

Ketersediaan Tenaga Pendidik

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang

mengabdikan diri  dan

diangkar

untuk  menunjang

Penyelenpgaraan Pendidikan. Yang termasuk kedalam tenaga

kependidikan adalah:

a. Kepala Sekolah
Kepala Satuan Pendidikan yaitu
wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan
pendidikan tersebut. Kepala Satuan Pendidikan harus
mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagal

edukator,

manajer,

administrator,

orang

SUpervisor,

yang diben

leader,

inovator, motivator, figur dan mediator (Emaslim-FM) Istilah
lain untuk Kepala Satuan Pendidikan

Werrnirn Purubabun |Rnsi Petubnbban Provires Srmsten Sebin
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b. Pendidik

Pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar,

adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam

menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus
sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain
sesuai kekhususannya vaitu: guru

¢. Tenaga Kependidikan Lainnya

Orang yang berpartisipasi dalam  penyelenggaraan

pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak

langsung terlibat dalam proses pendidikan, di antaranya:

7 Wakil-wakil/Kepala urusan umumnya pendidik yang
mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus,
untuk membantu Kepala Satuan Pendidikan dalam
penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut
Contoh: Kepala Urisan Kurikulum

» 'Tata usaha, adalah Tenaga Kependidikan vang bertugas
dalam bidang administrasi instansi tersebut. Bidang
administrasi vang dikelola di antaranya;

* Administrasi surat menvurat dan pengarsipan,
* Administrasi Kepegawaian,
= Administrasi Peserta Didik,
* Administrasi Keuangan,
* Administrasi Inventaris dan lain-lain.
» Laboran, adalah petugas khusus vang bertanggung
jawab terhadap alat dan bahan di Laboratorium.
* Pustakawan (lihat perpustakaanj
* Pelatih ekstrakurikuler,
= Petugas keamanan (penjage sekolah), Petugas
Kebersihan, dan lainnya.
Berikut ini data kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
di Sumatera Selatan :

fenuira Prerdtabipe Dhess. Poodadiom Provm Sansenn Selsee 26
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Tabel 2.7 Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA Tahun 2019-2022

[ Jumlah | Jumlah Pendidik |  Jumlah t'r““"“h
No |Tahun| Pendidik SMA | Pendidik SMA Pem
SMA | Berkualifikasi S-1 | Tersertifikasi | gl |
1 | 2019 | 13.448 13.152 5.285 2628
2 | 2020 | 13.704 12.553 5.523 2.665 |
3 | 2021 | 14.033 13.837 4.883 3910
4 | 2022 | 15.280 15.280 3.729 3.122
Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022
Diagram 2.7
JUMLAH KONDISI PENDIDIK DAN TENAGA KEFENDIDIKAN
AMA

TAHUN 2019 D' 2022

L Tahin 2000 8 2 Taham 2000 ATahun 071 034 Tehun 2042

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022

Tabel 2.8 Kondisi Pendidik dan Tenagn Kependidikan SMK Tahun 2019-2022

Jumlah | Jumlah Pendidik | Jumiah 'ém
No | Tahun | Pendidik SMK Pendidik SMK Pendidik
SMK Berkualifikasi S-1 | Tersertifikasi SMK
i | 2019 | 7.000 6573 1939 1.348
7 | 2020 | 7.452 6.602 2.169 1.400
3 | 2021 | 7.952 7.554 1.924 1.642
a | 2022 | 8813 | 2813 1.835 2.304
Sumber- Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022
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Diagram 2.8

JUMLAH KONDISI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMK
TAHUN 2019 5.0 2022

il il s -
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Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022

Tabel 2.9 Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB Tahun 2019-2022

Jumiah | Jumiah Pendidik Jumlah Jumlah
No | Tahun | Pendidik SLB Pendidik SLB Pm“ di dﬁ:ﬂ
SLB Berkualifikasi S-1 | Tersertifikasi SLB
1 | 2019 423 389 117 47
2 | 2020 441 389 152 52
3 | 2021 | 429 401 117 64
4 | 2022 470 412 129 [ 153

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022

Diagram 2.9
JUMLAH KONDISI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN StB

500 a5 YL 50 43 s01
400
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x0 A7 e
. a7 52
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= fummtaly Panmitiv S8 = emiah Pendiih 48 Bartidlifikas 54

« Jurnbh Pondidll S4B Torertifikay o lumlih Tenaga Peadidie s10
Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021, Dapodik 2022
d. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian
yang memiliki peran sangat penting bagl keberhasilan dan
kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup
pendidikan. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang
mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam

Weaiitrs Pyrnbban | Yinas Pradicikan Provines Sutssbiets Suiise 2%
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menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa

memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya.

Pengertian sarana dan prasarana pendidikan menurut Tim

Perumus  Penyusun Pedoman  Pembukuan  Media

Pendidikan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,

dibedakan sesuai dengan fungsinya, yaitu:

a. Sarana pendidikan adalah semua [fasilitas yang
diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik vang
bergerak tmaupun vang tidak bergerak agar pencapaian
tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur,
efektif dan efisien,

h. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak
langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti
: halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke
sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya.

Dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan yang menvangkut standar

sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada Bab

VII Pasal 42 disebutkan bahwa :

a Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang
meliputi  perabot, peralatan pendidikan, media
pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan
habis pakai, serta perlengkapan lain yvang diperlukan
untuk menunjang proses pembelajaran vang teratur dan
berkelanjutan,

b Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana vang
meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan
pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang
perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja,
ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi dava dan
jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat
bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang
diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang
teratur dan berkelanjutan.

e, Ketersediaan Anggaran operasional Pendidikan.
Anggaran operasional pendidikan dapat bersumber dari
APBN dengan DAK Fisik dan Non Fisik, lewat APBD dan

Segrmiers Perifihan Dibgs PeradidiBan e ined Suwmetan el 29
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lewat komitte sekolah yang diatur oleh permendikbud
Nomor 75 Tahun 2016. Anggaran yang dialokasikan oleh
Pemerintah dan masyarakat ini semua dipergunakan untuk
biaya operasional sekolah. Berikut ini alokasi anggaran
pada Dinas Pendidikan

Tabel 2,10
Kondisi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2019-2022
Alokasi anggaran Per Tahun Anggaran
No Belan
ja 2019 2020 2021 2022
1 |Belanja Pegaws 065,110,991,000/1.012,694.827.0001 1.143.743.171.800] 1.222.443.781.000
2 Eclmja. Emg,f.]m 516.441.855.550] 491.973.715.400] 540.219.363.437 520.732 786275
3 |Belanja Hibah 0 0f1.442.538.889.300| 295937.434.073
4 |Belarija Mosdal 302.750.501.450| 33A.135928.705] 2363024677913 283,394 337.032
Jumlah 1.784.303.348.00011.840.804.471.105] 3.362.804.102 450| 2.252.508.338.380.
Sumber : [JPA Disdik 2019-2022
Diagram 2.10
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Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021
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Untuk peningkatan pencapaian kinerja pelayanan, Dinas
Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun target
pencapaian  kinerja pelayanan untuk tahun 2019 sampai

dengan 2021 vang selaras dengan visi dan Misi Gubernur yang
tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Berikut ini
target pencapaian kinerja pada Dinas Pendidikan Provinsi

Sumatera Selatan tahun 2019 s.d 2023
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Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pencapaian kinerja perangkat
daerah Dinas Pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka rata rata lama sekolah (RLS) dapat didefinisikan jumlah
mmhun vang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas
untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.
Untuk mereka yang lamal Sekolah Dasar (SD) diperhitungkan
rata-rata lama sekolah selama 6 (enam) tahun, tamat Sekolah
Menengah Pertama (SMP] angka rata-rata lama sekolah
diperhitungkan selama 9 (sembilan) tahun sedangkan tamatan
Sekolah Menengah (SMA dan SMK) diperhitungkan angka rata-rata
lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah
pernah tinggal kelas atau tidak.

Untuk angka raia raia lama sekolah di Sumatera Selatan terus
mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh intervensi dari
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaui Dinas Pendidikan
baik dari pembiayaan operasional untuk siswa maupun pendidikan
gratis baik siswa miskin yang memiliki kompensi akademik dan
siswa yang memililki potensi di bidang olahraga, berikut ini data
capaian rata rata lama sekolah dari tahun 2019 sampai dengan
2021 di Provinsi Sumatera Selaian dengan uraian sebagai berikut

Tabel 2,12
a Rata-rata Lama Se tahun 2019 s.d 2023

2019 | Rata-rata Lama Sekolah 8,35 8,18
2020 | Rata-rata Lama Sekolah B.47 8.24
2021 | Rata-rata Lama Sekolah 8.63 8.3

2022 | Rata-rata Lama Sekolah 8.79 8.37
2023 | Rata-rata Lama Sekolah 8,95

Sumber BPS 2019-2022
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Diagram 2.11

KONDISI ANGKA RATA-RATA LAMA
SEKOLAH
TAHUN 2019 5.D 2023

. §.24 2 837 a0
2019 ! ! 222 2033
s Tarpet (Talign| s Mealinas) (Tabvom)

Sumber BPS 2019-2022

2. Angka Harapan Lama Sekolah
Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya
sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak
pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan
untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di
berbagai jenjang. Berikut ini target dan capaian angka harapan

lama sekolah di Sumatera Selatan dar tahun 2019 sampai dengan
2021

Tabel 2.13
Anghas HCBIB, : LamaScknlnhmhun20193d2023

2019 -mta Lama knlnh 12,56 | 12,39
2020 Rata-rata Lama Sekolah 12,77 12,45
2021 Rata-rata Lama Sekolah 12,98 12,54
2022 Rata-rata Lama Sekolah 13,19 12,55
2023 Rata-rata Lama Sekolah 13,4

Sumber BPS 2019-2022
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Diagram 2,12
KONDISI ANGKA HARAPAN LAMA

SEKOLAH
TAHUN 2019 S.D 2023
13,19 i
ALT7 e
2018 020 2021 2022 20

& @TVarpet (Teum) = Replaad [Talpm)

Sumber BPS 2019-2022

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah
APK sekolah menengah (SMA/SMK/SLB) sederajat adalah proporsi
anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk
pada kelompok usia tertentu, dalam hal ini untuk jejang
SMA/SMK dan SLE scderajat pada usia 16-18 tahun, scjak tahun
2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut
diperhitungkan, untuk jenjang menengah diperhitungkan juga
untuk pendidikan non formal yaitu paket C.
APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah,
tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang
pendidikannya. Target yang telah ditetapkan oleh Dinas
Pendidikan, Untuk target akbir pude rencana  pembangunan
jangka menengah daerah (RPJMD) adalah 90,88 %, artinya sudah
mendekati angka 100 %, berarti proyeksi angka partisipasi di
Sumse] jika target itu tercapai sudah sangat tinggi, dalam hal ini
artinya di wilayah tersebut sudah mampu menampung penduduk
usia sekolah pada jenjangnya masing masing.
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Tabel 2.14
Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK tahun 2019 s.d 2023

Tahun : Indikator Target (%) | Realisasi (%)
2019 | APK 86,46 87,11
2020 APK 87,36 90,42
2021 J' APK 89,12 93.24

2022 APK a0
- 2023 APK 90,88
Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021
Diagram 2.13
KONDISI ANGKA PARTISIPAS] KASAR (APK)
TAHUN 2019 5.0 2023
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Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021
4. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah

APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan
terhadap penduduk usia sekolah. APM adalah proporsi penduduk
pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih
bersckolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut,
dalam hal ini untuk jejang SMA/SMK pada usia 16 - 18 tahun.
Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan
Paket C) turut diperhitungkan.

APM menunjukkan seberapa bunyak penduduk usia scholah yang
sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada
jenjang pendidikannya. Harapan yang ingin dicapai pada APM
adalah 100, artinva bila capaian sudah 100 persen tidak ada lagi
anak usia 16-18 tahun yang putus sekolah atau tidak melanjutkan
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ke jenjang selanjutnya. Tahun 2021 untuk capaian APM pada
Provinsi Sumatera Selatan untuk jenjang SMA/SMK/SLB sederajat
baru mencapai 60,72 persen masih terdapat selisih 39,28 persen
dari harapan 100 persen vang diharapkan, artinva capaian APM
itu belum maksimal, dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten harus bersinergis dalam upaya pencapaian APM vang
maksimal, terutama untuk menginlervensi anak yang rentan putus
sekolah yang masih berada pada satuan pendidikan dan juga
harus mengintervensi anak vang telah putus sekolah atau tidak
mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dengan
memperkuat peranan pendidikan non formal seperti paket A,B dan
C untuk bisa menampung siswa siswi yang putus sekolah. Belum
tercapainya APM ini juga disebabkan mutasi siswa ke luar Provinsi
Sumaters Seidlan.

Tabel 2.15
Angka Partisipasi Murni SMA/SMK Tahun 2019 s.d 2023
Tahun Indikator Target (%) | Realisasi( %))
2019 | APM f0,06 ' 61,2
2020 APM 61,04 60,45
2021 APM 62,02 60,53
2022 APM B 63 61
2023 APM 63,98 0
Sumber: Data Data BPS 2019-2022
Diagram 2.14
KONDISI ANGEKA PARTISIPFAS]I MURNI [AFNM)

TAHUN 2019 5.0 2023
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Sumber:; Daw BPS 2019-2022
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3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS adalah proporsi dari semua anak vang masih sekolah pada
suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan
kelompok umur vang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non
Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS
vang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar
dalam mengakses penddidikan secara umum, Pada kelompok umur
mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS
pada setiap kelompok umur. Posisi APS pada tahun 2016 telah
mencapai 68,67 dan pada akhir RPJMD prediksi APM ada diposisi

81,17%, artinya angka partisipasi siswa sudah cukup tinggi.

Tabel 2.16
Argka Partisipasi Tahun 2019 s.d 2023
Tahun Indikator Target (%) | Realisasi( %

2019 | APS 73,09 74,39

2020 APS 75,11 70,91

2021 APS 77,13 71,53

2022 APS 79,15 70,03

2023 APS 81,17 0
Sumber: Data BPS 2019-2021
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Sumber: Data BPS 2019-2021
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4. Angka Putus Sekolah (APTS)

APTS digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di
bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan
maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok
umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun). APTS adalah proporsi anak
menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi
alau yvang Udak menamatRan suatu jenjang pendidinan terlenlu.
Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-
12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun, artinyva dalam
perhituangan angka putus sekolah melibatkan seluruh jenjang
pendidikan dar jenjang SD s.d SMA/SMK. Untuk angka putus
sckolah ini menggunakan kurva terbalik artinva semakin kecil
persentase angka putus sekolah berarti semakin kecil siswa sigwi
yang putus sekolah. Dimmne angka putus sekolah b mengalami
kencendrungan penurunan artinva anak anak bisa melanjutkan
pendidikan mereka ke jenjang pendidikan selanjutnya baik itu di
pendidikan formal maupun pendidikan non formal, pencapaian ini
disebabkan adanya kebijakan wajib belgjar 12 tahun dan
kebijakan pelaksanan program sekolah gratis

Gambar 2.17
Diagram Angka Putus Sekolah [APTS) Tahun 2019 s.d 2023

Tahun Indikator Target (%) | Realisasi (%)
2019 APTS 2,31 0,26
2020 APTS 1,81 0,37
2021 APTS 1,31 0,16
2022 APTS 0,81

2023 APTS 0,31

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021
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Diagram 2.16
KONDISI ANGKA PUTUS SEKOLAH (APTS)

TAHUN 2019 5.D 2023
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Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021
5. Jumlah Sekolah yvang menerapkan Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi adalah pendidikan vang digunakan untuk
anak berkebutuhan khusus, berdasarkan Peraturan Daerah
(PERDA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif Ramah Anak bahwa sekolah umum dapat
menerima anak anak berkebutuhan khusus, pada tahun 2018
baru 10 sedangkan pada tahun 2019 sekolah umum vang
menvelenggarakan pendidikan inklusi sebanyak 93 sekolah dan
di harapkan untuk akhivr RRJMD juminly sekolah umum vang
menerapkan pendidikan inklusi meningkat menjadi 97 sekolah,
peningkatan sekolah umum menerapkan pendidikan inklusi
disebabkan oleh kebijakan untuk membuat beberapa sekolah

umum sebagai piloting project pendidikan inklusi

Gambar 2.18
Tabel Sekolah Menerapkan Inklusi Tahun 2019 s.d 2023
Tahun Indikator Target (%) | Realisasi (")
2019 | Pendidikan Inklusi 93 93
2020 | Pendidikan Inklusi 94 94
2021 Pendidikan Inklusi 95 g
2022 | Pendidikan Inklusi 926 94
2023 | Pendidikan Inklusi a7
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CGambar 2.17
, Sekolah Menerapkan Inklusi Tahun 2019 s.d 2023

KONDISI SEKOLAH MENERAPKAN PENDIDIKAN INKLUSI
TAHUN 2019 5.D 2023

]
200 17} | =711
STage (%) sReaboii (%)

2

Sumber: Data Verifikasi Pasdatin 2019-2021

6. Persentase Tenaga Pendidik minimal S-1
Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai
hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan,
serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Pendidik vang ada diharapkan berkualifikasi dengan kualifikasi
minimal S-1, dari tahun 2013 sd 2018 terjadi peningkatan
prosentase pendidik berkualifikasi S-1, hal ini dikarenakan
syaral Dbagli guru uniuk mendapathan  sertifikast  minimad

berkualifikasi §-1
Tabel 2.19
Prosentase Guru SMA/SMK Berkualifikasi S-1 2019 s.d 2023
No Indikator Target (%) Capaian (%) |
2019 | Guru Berkualifikasi S-1 96,5 95,99
2020 | Guru Berkualifikasi S-1 97,37 98,85
2021 | Guru Berkualifikasi S-1 98,24 98
2022 | Guru Berkualifikasi S-1 99,11
2023 | Guru Berkualifikasi S-1 100

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021
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Diagram 2.18

KONDIS! JUMLAH PENDIDIK BERKUALIFIKASI 5-1
TAHUN 2019 5.D 2023

80 Wl o
W Capile (N1 8 Tanget (%)
Sumber: Daw Verifikusi Pusdatin 2019 2021

7. Rasio Guru dan siswa

Rasio guru dan siswa Menggambarkan beban kerja guru dalam
mengajar; melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai
rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan
perhatian  guru  terhadap mund sehingga muto  pengajaran
cenderung semakin rendah. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru menyvebutkan
bahwa rasio ideal 1 (satu} orang guru jenjang pendidikan SMA
bertanggung jawab terhadap 20 siswa sedangkan untuk guru SMK
rasio ideal nya terhadap 15 siswa, berikut ini capain rasio guru
terhadap siswa

Tabel 2.20
Rasio Guru SMA 'T.'u

Siswa 2019-2023

Rl PaL

| 19 15 1: 38
2020 1: 33 1: 36
2021 1: 30 1: 35
2022 1: 28 0
2023 1: 26 0

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021
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Diagram 2,19

KONDISI RASIO GURU SMA TERHADAP SISWA
TAHUN 2019 5.0 2023
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Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021

2019

R&ﬂathggjﬂux

Tabel 2.21
Terhadap Siswa 2019-2023
n ,.:_l 'I_.-—___ T,

1: 35 1: 54

2020 1: 53 1: 64
2021 1: 54 1: 63
2022 1: 52 0
2023 1: 50 0
Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2021
Diagram 2.20
KONDISI RASIO GURU SMK TERHADAP SI5WA
TAHUN 2019 5.D 2023
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8. Persentase kelulusan sekolah menengah

Persentase angka kelulusan adalah persentase vang menunjukkan
jumlah siswa vang menamatkan pendidikan mercka pada jenjang
masing masing. Penentuan angka kelulusan tidak lagi berdasarkan

hasil ujian nasional, tapi di tentukan oleh sekolah sendin, nila

ujian nasional merupakan komponen dalam penentuan nilai

ketulusan.
Tabe] 2.22
Prosentase Angka Kelulusan SMA/SMK Tahun 2016 s.d 2023
Fo | : 3 | Turget (%) | Renlisuai (%)
Angka Kelulusan
2019 SMA/K 100 96,46
Angka Kelulusan
2020 SMA/K 100 100
: Angka Kelulusan
2021 SMA/K 100 100
Angka Kelulusan
2022 SMA/K 100 100
Angka Kelulusan
2023 SMA/K 100
Sumber: Data Dapodik 2019-2022
Diagram 2.21
KONDISI ANGKA KELULUSAN SMA/SMK
TAHUN 2019 s.d 2023
100 1080 Y00 100 100
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Sumber: Data Dapodik 2019-2022
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9. Persentase Capalan SPM
SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan
Dasar vang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar
dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar warga negara. Berikut ini capaian SPM Pendidikan tahun
a. SPM Pendidikan Menengah

Tabel 2.23.a
Persentase Capaian SPM Pendidikan Menengah
T&hun 2019 s.d 2023

I-r.-.—.—.-.,-..,.”...l,:. T = 4

N L —

e Spﬂm‘k““ 100 63.06
2020 sﬁﬁ;“‘“ 100 51,41
2021 SWM;T:;E‘“ 100 58,14
2022 Spiw 100 95,33
2023 SFm;ﬁ‘“ 100

Sumber: Data Dapodik 20192021

Diagram 2.22.a

KONDISI SPM MENENGAH
TAHUN 2019 5.D 2023
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Sumber: Dara Dapodik 2019-2022
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b. SPM Pendidikan Khusus

Tabel 2.24.b
Persentase Capaian SPM Pendidikan Khusus
Tahun 2019 s.d 2023

SPM Pendidikan
2019 REusiis 100 6,22
SPM Pendidikan
2020 Klusis 100 6,03
SPM Pendidikan
2021 Rhuiiis 100 7,88
SPM Pendidikan :
2022 Khusus 100 25,70
SPM Pendidikan
2023 RRUSIS 100
Sumber; Déalan Dapodik 2019-2021
Diagram 2.23.b
KONDISI SPM PENDIDIKAN KHUSUS
TAHUN 2019 S.D 2023
e 150 e L 11k
Ligp LY = iz L) = L.
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Sumber Data Dapodik 2019.2021
10. Persentase Sekolah Menengah Terakreditasi
Akreditasi bertujuan untuk menilai kelayakan suatu lembaga
pendidikan vang mengacu pada standar nasional pendidikan,
Standar nasional pendidikan merupakan acuan bagi setiap sekolah
untuk mengembangkan pendidikan secara optimal. Berikut i
capaian akreditasi sekolah
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Tabel 2.25
Persentase Pendidikan Menengah Terakreditasi
Tahun 2019 s.d 2023

3 i Targ

al AL
B Z2R.AZ an 25
M3 [ 12,6 22,30
D a5 18 B 10
A 23,76 32,70
A 30,54 40,50
o C 13,23 22.20
j#] 3?.‘1'? 4,65
A 23.76 32 .82
2021 2 S0l T
| L= I el T
%) 29 .03 4,70
A 23,76 31,60
[£] EET] AR A9
20223 C 15.27 22,10
7] 26,48 8,44
ry 7 T
. H 37,42
2023 Cc 16,13
D 22,60
Sumber; Data Dapodik 2019.2022
Diagram 2.24
SEKOLAH MENENGAH TERAKREDITASI
TAHUN 2019 s.d 2023

A B € D|JA B C ODJA B T D|jAa B8 € Dla ® C D

B Target i%) B Resftisac (%)

Sumber: Data Dapodik 2019-2022

11. Juminh LSP vang terbentuk
lembaga pelaksana kegiatan sortifikasi profesi yang mendapat
lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang
berfungsi sebagai : Sebagai sertifikator, melaksanakan sertifikasi
kompetensi dengan tugas-tugas sebagai berikut : Membuat materi
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uji kompetensi. Berikut ini perkembangan LSP-Pl1 pada Dinas
Pendidikan

Tabel 2.26
Pemhemukan LSP- FITahun 2019 5. d 2023

o ‘L‘_‘i"ii“ =TT

2019 LSP-P1 36
2020 LSP-P1 0 36
2021 ' LSP-P1 36 36
2022 LSP-P1 41 47
2023 LSP-P1 47
Sumber - Bidang SMK 2019-2022
Diagram 2.25
KONDIS! LSP-P1 YANG TERBENTUK
TAHUN 2019 s.d 2023

0 10 el £ & &
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Sumber : Bidang SMK 2019-2022

12. Jumiah SMK yang memilild Link and Match dengan

dunia pendidikan vokasi dengan industri kerja. Dengan begitu,
terdapat relevansi atau kesinambungan antara penempuh
pendidikan vokasi dengan industri yang memerlukan tenaga kerja
sesuai dengan keahlian. Adapun syarat dalam melaksanakan Link
and Match yaitu 1) kurikulum disusun bersama, 2) pembelajaran
berbasis projek riil, 3) guru industri, 4) PKL di industri, 5)
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sertifikasi kompetensi, 6) update teknologi dan pelatihan bagi guru,
7) riset terapan teaching factory, B) komitem serapan, serta 9)
keterlibatan dunia kerja dengan penvelenggraan pendidikan. Salah
satu program Link and Match yaitu penyelarasan kurikulum
bersama DulDi dan praktisi akademik. Penvelarasan kurikulum
adalah upaya menvesuaikan kurikulum SMK dengan tuntutan
Puli vang meliputi kompetensi dan budaya kerja yang berlaku di
DuDi. Tujuan Penyelarasan Kurikulum yaitu agar kurikulum SMK
gsesuail tuntutan dan budaya kerja yang berlaku di Duli, sehingga
lulusan SMK memiliki kompetensi dan etos kerja yang sesuai
dengan kebutuhan DUDL Link and Match merupakan salah satu
kebijakan  Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi vang
dikembangkan untuk meningkatkan relevansi Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan
dunia industri khususnya. Berdasarkan data vang ada sekolah
yang melakukan penyelarasan kurikulum presentase nya masih
rendah di bandingkan dengan jumlah SMK yang ada di Provinsi
Sumatera Selatan. Perlu upaya vang lebih maksimal dari Bidang
SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam

=) D=
2 B 4

Dunia Mearja

“Pi— Kusditen Formal - Intormal

menambah sekolah yang melakukan penyelarasan kunkulum
dengan DUDI
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Kebijakan Link and Match agar supaya terintegrasi hubungan vang
sinergi antara dunia pendidikan dengan dunia industri dimana
keberhasilan sistem pendidikan di Indonesia mampu
meningkatkan kualitas industri demikian pula sebaliknya industri
ikut serta dalam pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi
berbasis kompetensi, yang pada akhimya akan memberikan
kompeten dan siap kerja sehingga lulusan SMK banyak yang
terserap ke dunia kernja

Tabel 2.27
ik dacn Match SME dan JDURA SEIRG 20228 C —

= - i
1

| Targe

¥
B e s

2019 | Link and Match SMK dan Iduka 0

0

2020 | Link and Match SMK dan Iduka 0
2021 | Link and Match SMK dan [duka o 50
50

2022 | Link and Match SMK dan Iduka 50
2023 | Link and Match SMK dan Iduka 70
Sumber : Bidang SMK 2019-2022
Diagram 2.26
KONDISI LINK AND MATCH SMK DAN
IDUKA
TAHUN 20159 s.d 2023
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Sumber : Bidang SMK 2019-2022
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13. Peningkatan Lulusan SMK yang terserap kerja
Salah satu upava peningkatan mutu SDM dilakukan melalui
pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Tenaga kerja
berkualitas akan terlahir dan sistem pendidikan yang juga
berkualitas, yang mampu mengimplementasikan ilmu dengan
keterampilan yang dibutuhkan dunia wusaha maupun dunia
industri [DU/D]). Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja
tersebut, pemerintah melaksanakan program pendidikan keahlian
dan keterampilan melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). SMK
memiliki peran strategis dalam menghasilkan tenaga kerja
menengah vang téerampil. Pemerintah telah melakukan berbagai
upaya meningkatkan mutu SMK melalui berbagai kebijakan, di
antaranva melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9@ Tahun 2016
tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dam
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Kementerian Pendidikan dan
Kebudavaan (Kemendikbud) meluncurkan Merdeka Belajar ke
Delapan: SMK Pusat Keunggulan. Kebijakan ini berangkat dari
kesadaran pemerintah untuk melakukan pembenahan kondisi
SMK seperti peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah dan
pengawas, [asilitas pembelajaran, kurikulum berbasis industr.
Untuk mewujudkan keselarasan antara SMK dengan dunia kerja
dapat ditempuh melalui pemenuhan delapan aspek link and
match. Visi SMK Pusat Keunggulan adalah menghasilkan lulusan
yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha, Selain itu,
melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan
menyeluruh  dengan dunia kerja, SMK Pusat Keunggulan
diharapkan dapat menjadi rujukan dan mengimbas dalam upaya
peningkatan kualitas dan kinerja bagi SMK lainnya. “Lulusan SMK
diproveksikan siap untuk bekerja, melanjutkan studi, wirausaha,”
tidak hanva menekankan kontes keunggulan untuk satuan
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Tabel 2.28
Ketersera Tamm-sm SMEI Pada DUDI Tahun 2019 S, d 2023

_ Indikator
Kctnmmpan Tamatan SMK
2019 pada DUDI 55,78 NA
Keterserapan Tamatan SMK
2020 pada DUDI 27,96 NA
Keterserapan Tamatan SMK
2021 pada DUDI 60,14 75
Keterserapan Tamatan SMK
2022 pada DUDI 62,32
Keterserapan Tamatan SMK
2023 pada DUDI o2
Sumber : Bidang SMK 2019-2022
Dia_grﬂm 227
TAHUN 2019 s.d 2023
7
&0 i
0
: ﬁ .
30
m
"
0

TAMATAN SMK | TAMATAN SHE | TARMATAN SMK rm saax mujm- s_
#ADA DUDI papaslne | bapsount | papaouD: PADA DUDH
W1y 2020 2021 w2 s

BTarget (W] B Reatsas (%)

Sumber : Bidang SMK 2019-2022
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Capaian realisasi keuangan dari tahun 2019 sd 2022 mengalami
kenaikan, hal ini terkait terjadi pengalihan kewenangan SMA/SMK
dan SLB vang tadinya ada di Kab/kota ke Provinsi sehingga anggaran
juga ikut berpindah ke Dinas Pendidikan Provinsi yvang digunakan
untuk mempercepat pencapaian target kinerja agar dapat memberikan
dampak dalam melaksanakan pelayanan dasar bagi masyarakat
tersebut sehingga out put vang akan di hasitkan menjadi maksimal
per tahunnya. Dalam pelaksanaannya telah disusun program program
kegiatan dalam upaya untuk mencapai target kinerja terkait pelayanan
dasar pendidikan, seperti :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

b. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur,

Program Pendidikan Menengah,

Program Luar Biasa,

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
Program Manajemen Pelayvanan Pendidikan,

g Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,

h. Program Pendidikan Menengah Khusus Siswa Miskin,

Untuk tahun 2021 dalam pengelolaan keuangan daerah pada
penganggaran program dan kegiatn terjadi perubahan dimana dari
tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dalam penganggaran untuk
Program dan Kegiatan biasanya berdasarkan Permendagari 13 Tahun
2013, namun sejak tahun 2020 dalam penganggaran Program dan
Kegiatan berdasarkan Permendagri 90 dan Kepmen 50, dengan uraian
Program Kegaiatan sebagai benikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

Program Pengelolaan Pendidikan,

Program Pengembangan Kurikulum,

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan,

= 8 o 0

L

Rununrs Poodbubee Do Proaduhban Pooevms Somedn Scloles £
T aluess 2024 - MK



Dalam pengelolaan anggaran memang masih terdapat permasalahan
vang dihadapi, antara lain:

Potensi anggaran masih banyak berharap dari dana transfer Pusat
lewat DAK baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik,

Anggaran vang tersedia belum maksimal dalam mencapai tujuan
pendidikan untuk semua,

Masih terdapat kesalahan kode rekening dalam penyusunan
dokumen anggaran

Pengelolaan kegiatan cenderung dilaksanakan di pertengahan
tahun

Pandemi Covid-19 mengakibatkan potensi pendapatan berkurang
sehingga berakibat juga dengan pengurangan kegiatan-kegiatan.

Dalam pengelolaan keuangan juga bukan tampa hambatan yang harus
di hadapi, antara leian

1

Dengan sub kegiatan yang banyak membutuhkan SDM yang
mumpuni dalam pengelolaan keuangan

Kesalahan dalam penarikan kode belanja bahkan antar sub
kegiatan

Dalam pengelolaan dana BOS perlu rekonsialisasi Dinas
Pendidikan dengan BPKAD yang harus dapat menyelesaikan
laporan keuangan dan laporan aset di sekolah

Potensi hutang yang menyebabkan serapan anggaran tidak
maksimal

Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan potensi serapan anggaran

cenderung menurun

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah
Dalam pengembangan pelayanan prangkat dacrah memiliki

beberapa peluang dan tantangan yang mungkin akan dihadapi setiap
perangkat daerah. Berikut diuraikan hambatan yang akan menjadi
peluang dan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas
Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 s.d 2023 :
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a. Hambatan Pembangunan Pendidikan
Sejumlah hambatan dalam membangun pendidikan dan
kebudayaan vang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu 3
[tiga) tahun mendatang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.

Dana pembiayaan pendidikan yang terbatas

Dalam Undang-Undang (UU) no. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (SPN} dengan tegas dijclaskan bahwa
pembiayaan pendidikan diluar gaji 20% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN|) dan 20% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah [(APBD), dalam pengelolaan
pendidikan memang membutuhkan anggaran yang besar
sedangkan potensi pendapatan daerah vang terbatas sehingga
berimplementasi juga pada pembiayaan pendidikan

Tidak meratanya tenaga Pendidikan

Tenaga pendidikan (guru) sebenarnya tidak bisa dikatakan
kurang, melainkan penyebaran dari tenaga pendidik vang tidak
terlalu merata, hal tersebut dibuktikan dari tenaga pendidik
vang ada di daerah perkotaan dan tenaga pendidikan yang ada
di daerah terpencil, alhasil peserdik (siswa) yang ada di daerah
terpencil tidak mendapat pengajaran yang maksimal akibat
kurangnya/tidak memadainya tenaga pendidik

Sarana dan prasrana yang tidak merata

Hal vang tak kalah penting dalam memajukan pendidikan di
indonesia adalah ketersedian sarana dan prasarana pendidikan
vang memadai, namun hal tersebut tidak sesuaidengan fakta
vang ada di lapangan, terbukti ada ketimpangan yang cukup
lebar antara sarana dan prasarana yang ada di kota dengan
sarana dan prasarana yang ada di daerah terpencil.
Oleh karena itu pemerintah sebaiknya serius dalam mengatasi
masalah ketidakmerataan penyedian sarana dan prasarana
dalam dunia pendidikan agar setiap generasi muda bangsa bisa
menikmati pendidikan yang sama.
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4. Kurikulum yang teoritis,
Kurikulum pendidikan vang kebanyakan bersifat teoritis
sehingga membuat peserta didik tidak biea berbuat banyak
setelah menvelesaikan pendidikan. Sehingga praktikum dan
pembekalan soft skill dan hard skill bagi peserta didik sangat
penting guna menunjang lulusan yang berkualitas, sehingga
bisa memberi kontribusi vang nyata bagi bangsa indonesia.
Presentasi antara teori dan praktik dalam dunia pendidikan
sebaiknya 50:50 agar ilmu yang didapatkan peserta didik
menjangkau berbagai dimensi pengetahuan, dengan begitu
sumber dayva manusia yang unggul bisa dihasilkan

5. Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan
dunia kerja belum maksimal.
Hasil layanan pendidikan SMK belum seperti yang diharapkan,
sebagaimana ditunjukkan bahwa tingkat pengangguran
lulusan SMK vang relatif lebih rendah dibandingkan dengan
lulusan SMA. Selain itu, juga karena jumlah rata-rata
penghasilan yang tidak terlalu berbeda antara lulusan SMA
dan SMK. Hal ini menunjukkan belum signifikannya persepsi
dunia kerja antara lulusan SMK dan SMA. Ketidakseclarasan
amitara dunia kevja dan kualitas lulusan SMK merupakan salah
satu faktor yang mendorong rendahnya penyerapan lulusan
SMK pada dunia kerja, di tambah lagi dengan keluarnya data
dari BPS yang menyebutkan bahwa penyumbang angka
pengangguran terbesar adalah tamatan jenjang SMK

6. Peningkatan Kualitas Pembelajaran belum Maksimal
Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik
diukur dengan proses pembelajaran ataupun hasd belafar
siswa. Berbagai studi mengungkapkan bahwa proses
pembelajaran di kelas umumnya tidak berjalan secara
interaktif schingga tidak dapat menumbubkan kreativitas dan
daya kritis, dan kemampuan analisis siswa. Selama ini
kompetensi sebagai hasil dari pembelajaran yang sangat
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penting untuk diukur dan dimiliki siswa justru kurang
diperhatikan. Hasil belajar siswa juga masih belum
menggembirakan, hal ini disebabkan oleh :
» Rendahnva jaminan kualitas pelayanan pendidikan
Belum sepenuhnya pemerintah daerah berkomitmen untuk
memenuhi SPM pendidikan sebagai acuan dalam
pelaksanaan urusan wajib daevah. Sementara itu dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 telah diatur
standar pelayanan minimal baik untuk pendidikan
menengah maupun pendidikan khusus
» Lemahnya pelaksanaan kurikulum
Penerapan Kurikulum 2013 secara cukup masif pada tahun
2014 secara berdampingan dengan Kurikulum 2006,
menimbulkan beberapa masalah. Kurikulom 2013 dinda
sebagian pihak belum cukup dikaji dan belum mengalami uji
coba vang memadai untuk diterapkan secara demikian masif.
Masalah bertambah karena keterbatasan materi ajar serta
masih rendahnya pemahaman pendidik, kepala sekolah, dan
orang tua. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara
menyeluruh terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013
Untuk tahun 2021 Kementerian Pendidikan sudah memulai
untuk pengenalan tentang kurikulum merdeka dan
implementasi kurikulum merdeka baru terlaksana pada
tahun 2022 dimana masih sangat membutuhkan sosialisasi
untuk memahami tentang kurikulum merdeka.
» Lemahnya sistem penilaian pendidikan
Sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan
terpercava belum sepenahnya terbangan. Hal ini antara lain
dapat dilihat dari belum adanya: (i keandalan dan
kesahihan sistem ujian nasional; (i) minimnya upaya untuk
memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen;
(iii] belum adanya peninjauan ulang atas peran, struktur,
dan sumber daya pusat penilaian pendidikan; (iv] belum
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dimanfaatkannya hasil pemantauan capaian belajar siswa
sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara
berkesinambungan; serta (v) terbatasnya kemampuan
pendidik dalam memberikan penilaian formatif

a) Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan

I.Jumlah dan distribusi guru masih periu ditata secara

lebih baik, Kondisi distribusi guru vang belum merata di
daerah tidak dapat semata-mata hanva dilihat dari rasio
pendidik terhadap siswa vang telah baik/memadai. D
sisi lain, proses rckrutmen guru belum terintegrasi
antar daerah sehingga banyak daerah yang kelebihan
guru sementara daerah lainnya mengalami kekurangan
guru. Pemenuhan kekurangan guru di daerah 3T akan
sulit terlaksana karena terbalasnya Ketersediaan gura.
Keterbatasan distribusi guru antara lain disebabkan
oleh, (i) terbatasnya kapasitas pemerintah kabupaten
dan kota dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan
peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; (ii)
kurangnya komitmen untuk penegakan peraturan
dalam pengangkatan guru berdasarkan kriteria mutu
yvang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kola;
(iiij belum terwujudnya efisiensi pemanfaatan guru
melalui perbaikan rasio guru-murid dan maksimalisasi
beban mengajar

. Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih

harus ditingkatkan

Peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme
guru masih harus ditingkatkan karena hingga saat ini
tidak terdapat hubungan linier antara peningkatan
kualifikasi dan sertifikasi profesi pendidik terhadap
hasil belajar siswa. Hal ini antara lain disecbabkan oleh,
(i) belum diterapkannya sistem Uji Kompetensi Guru
sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa;
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(i} belum dilaksanakannya penilaian kinerja guru yang
sahih, andal, transparan dan berkesinambungan, (iii)
belum dipertimbangkannya perbaikan disain program
dan keselarasan disiplin ilmu sebagai dasar
peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru;
gerta  (iv) belum dilaksanakannya Pengembangan
Profesional Berkesinambungan (PPB) bag gura
7. Implementasi guru penggerak vang agak mengkhawatirkan
karena tupoksi sebagai seorang guru terabaikan. kekhawatiran
ini muncul dikarenakan hingga pelaksanaan lokakarya
perdana, setiap CGP masih berada dalam ketidakpastian.
Jadwal yang selalu berubah-ubah, bahkan informasi
perubahan baru didapat beberapa jam sebelum kegiatan.
itupan pada tengah malam. lronisnyva, pada pelaksanaan
lokakarya perdana, daftar nama pembimbing dan fasilitator
serta pembagian kelompok beredar 3 versi yang
membingungkan CGP dan tidak ada jawaban pasti kecuali
funggu LMS". Belum lagi, selama pelaksanaan lokakarya
perdana, tanpak jelas dan terekam kamera adanya perdebatan
beberapa orang pendamping terkait dengan kegiatan.
Menyikapi kekhawatiran ini, saya menaruh harapan agar SOF,
Juknis/Panduan selama proses pendidikan guru penggerak
sudah diterima oleh COP sebelum kegiatan berlangsung. Jika
panduan masih bersifat draf, elok rasanya, andai program ini
dipending saja dulu sampai panduan resmi sudah ditangan.
Karena tanpa itu, kita merasa mau berjalan kemana? Saya
membayangkan bahwa angkatan 1 ini adalah kelina
percobaan, Jadwal yang lama hingga 11 bulan (selalu disebut 9
bulan, padahal sampai 31 Agustus 2021) tidak jadi masalah
andai panduan itu sudah ditangan. Karena belum adanya
panduan itu, program ini masih terkesan tiba masa tiba akal.
Terutama jadwal vicon vang selalu disampaikan dadakan.
Program Guru Penggerak bernasib sama dengan Program Guru
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Pembelajar vang merupakan program unggulan Kemdikbud
dimasanya. Hal mi terjadi, dikarenakan sebuah perasaan yang
terus merasuki jiwa bahwa diri ini terlanjur terjebak dalam
ketidakpastian. Bagaimana tidak? Munculnya sebuah fakta
integritas vang wajib ditanda tangani oleh CGP di atas kertas
bermaterai untuk menyelesaikan program ini adalah beban
tersendiri. Sementara, COP mengikuti program i berdasar
dari izin dari atasan langsung. Sulitnyva membagi waktu karena
juknis belum fix juga menjadi bumerang tersendiri. Jika
demikian, apakah ini benar program unggulan? Olchnya itu,
sebuah harapan agar Menteri Pendidikan dan Kebudayvaan Rl
membuat fakta integritas ditanda tangani dikertas bermaterai
sebagai JAMINAN bahwa program guru penggerak akan
kontinva dan berkelanjutan meski ganti Menten ataupun
Presiden
b) Pemanfaatan Anggaran Pendidikan belum Efektif dan
Efisien Penerapan anggaran pendidikan 20% belum dapat
sepenuhnyva dinikmati masyarakat. Proses penggunaan
anggaran pendidikan vang belum sepenuhnya transparan
dan belum berdampak langsung pada peningkatan muftu
layanan pendidikan. Meskipun belanja pemerintah untuk
pendidikan terus meningkat tetapi masih terjadi inefisiensi
8. Regulasi aturan pusat yang cepat berubah padahal di daerah
belum dapat menyesuaikan kebijakan pusat karena regulasi
aturan yang masuk di tengah jalan ketiga kebijakan daerah
telah disusun, antara lain sekolah penggerak, sekolah pusat
keunggulan, guru penggerak, Kurikulum merdeka, Rapor
pendidikan yang akhirnya membuat daerah belum dapat
mengimplementasikan kebijakan tersebut secara utuh
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BAB Il

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Peranghkat Daerah
Berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan dasar,
Dinas Pendidikan sudah memetakan beberapa permasalahan yang
sedang dihadapi ataupun yang akan datang agar dapat segera

mengintervensi permasalahan tersebut, sehingga tidak mengganggu

dalam memberikan pelayanan képada masyararal, adapun pemelaan

permasalahan yang dihadapi antara lain :

a. Masih rendahnya angka partisipasi murni
APM menunjukkan seberapa banyvak penduduk usia sekolah yang
sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada
jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia
sekolah dapat bersekolah tepat waktu sesual dengan umurnya.
Berikut ini capaian APM pada Dinas Pendidikan

Tabel 3.3.1.a
Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2019 s.d 2023

Tahun Indikator Target (%) | Realisasi (%)
2019 APM 60,06 61,2
2020 APM 61,04 60,45
2021 APM 62,02 60,53
2022 APM 63 61
2023 APM 63,98 0

Sumber: Data BPS 2019-2022
Dari table diatas untuk tahun 2021 capaian angka partisipasi
murni bary mencapai 61% artinya masih jauh dari harspan 100%
yang ingin dicapai, hal ini bisa disebabkan anak yang berada pada
jenjang pendidikan tidak sesuia dengan umurnya pada jenjang
tersebut dan juga mutasi siswa ke luar provinsi yang bisa menjadi
penyebab belum maksimalnya capaian angka partisipasi murni
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Diagram 3.3.1.a
KONDIS!I ARGEKA PARTISIPASI MURNI (APM :-
TAHUN 2019 S.D 2023
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Sumber: Data BFS 2019-2022

b, Beolum maksimalaya capaian angia perlsipast scholal
Angka Partisipasi Sekelah (APS} adalah perbandingan antam
jumlah murid kelompok usia sckolah tertentu yang bersekolah
pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok
usia sekolah vang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.
Sedangkan partisipasi sekolah dipengaruhi oleh (1) faktor
pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor
ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio
mund terhadap guru) dan () fahton jundall Sekoal [Tasio MUt
terhadap sekolah, Berikut ini capaian angka partisipasi

Tabel 3.3.1.b
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2019 s.d 2023
Tahun | Indikator Target ( %) Realisasi ( %)
2019 APS 73,09 74,39
2020 APS 75,11 7091
2021 APS 77,13 71.53
2022 APS 79,15 70,93
2023 APS 81,17 I 0
Sumber Data RPS 2019-2022 o =
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...... - Diagram 3.3.1.b

TAHUN 2019 5.0 2023
7113 i
I T 7Na3 0,93
aps Al APt
l_ﬂﬂ* wmn M2

ETepet 8] BfAvelaa|%]
Sumber: Data BPS 2019-2021
Masih adanya siswa yang putus sekolah (APTS)

LES by

oA

d. Belum maksimalnya sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi

Sekolah inklusi adalah sekolah dengan sistem layanan
pendidikannya mempersyaratkan agar anak berkelainan dilayani di
ealolah sesual Lemamnuannya hersama-sama teman sebavanya,
Sekolah inkhisi memperiakukan anak berkebutuhan khusus sama
dengan anak-anak reguler dengan pembelajaran dan lingkungan
yang sama. Berikut ini capaian sekolah yang menerapkan

pendidikan inklusi
Tabel 3.3.1.d

Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi

Tahun 2019 s.d 2023

Tahun Indikator Target (%) | Realisasi(%)
2019 Pendidikan Inklusi 93 a3
2020 Pendidikan Inklusi 94 94
2021 rendidikan (nklus: 95 g4
2022 Pendidikan Inklusi 96 94
2023 Pendidikan Inklusi 97

Sumber: Dats Ridang DKLK 2010-2032
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Diagram 3.3.1.d

KONDISI SEKOLAH MENERAPKAN PENDIDIKAN INKLUSI
TAHUN 2019 $.D

mm— Fendiesvan i lus wm
- Tt (% | -mm

5

Quumber: NDute Bidans PILLK 30103027
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian sekolah umum vang
menerapakan pendidikan inklusi tidak mengalami peningkatan,
padahal untuk pengelolaan pendidikan inklusi telah ada Perda dan
Pergub yang scharusnya bisa lebih diimplementasikan dalam
pengelolaan pendidikan inklusi,

¢. Masih rendahnya sckolah terakreditasi A
Akreditasi sekolah adalah pengakuan dan penilaian terhadap
suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu
lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi
Nasional Sekolah / Madrasah [BAN-S/M) yang kemudian hasilnya
berbentuk pengakuan peringkat kelayakan. Akreditasi sekolah
mencakup penilaian terhadap sembilan komponen sekolah, yaitu
ta} hurikulum dan pioses Lelajar Oenigaarn, (U atminesitas: dan
manajemen sckolah; (c) organisasi dan kelembagaan sekolah; (d)
sarana prasarana (e} ketenagaan; (f) pembiayaan; (g) peserta didik;
(h) peran serta masyarakat; dan (1) lingkungan dan kultur sekolah,
Berikut ini capaian akreditasi sekolah
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Tabel 3.3.1.e
Tabel Akreditasi Sekolah

Tahun 2019 s.d 2023

Tahun | asi | 1 !
A 23,76 33,35
B 28,82 39,25
A C 12,46 22,30
D 35,15 5,10
A 23,76 32,70
2020 = Bgioh 3000
[ 13,24 22,200
D 32,47 4,55
A 23,76 32,82
B 01 75
2{,21 e ?3- - EE -
- 1=, 1Y £4,19
D 29,03 4,70
A 23,76 31,69
. B 35,48 38,39
#94 C 15,27 22,10
D 25,48 8.44
A 23,76
B 37,42
e - C 1613
D 22.69

Sumber: Data Verifikasi Pusdatin 2019-2022

n‘éz'ﬂ’sﬂ

Diagram 3.3.1.¢

SEKOLAH TERAKREDITASI

TAHUN 2019 s.d 2023

B Targot (%) @ Neallue (%)
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Dari tabel dan diagram diatas untuk tahun 2022 masih terdapat
8,44 persen sekolah yang belum terakreditasi dan 22,10 % sekolah
vang masih terakreditasi C, harapannya sekolah sekolah yang ada
minimal dengan akreditasi 8

f. Belum maksimalnya rasio guru terhadap siswa

g Belum maksimalnya lulusan SMK yang terserap kerja
Hasil survei dari BPS yang menyebutkan bahwa penyumbang
angka pengangguran terbesar ada pada jenjang SMK, dimana
seharusnya tamatan SMK adalah penyumbang pendapatan karena
tamatan SMK dianggap layak dan pantas untuk langsung bekerja
kareria memiliki keahlian setelah menyelesaikan pendidikan di
jenjang SMK, memang untuk tahun 2022 dari data BPS terjadi
penurunan tingkat pengangguran jenjang SMK, tetapi untuk
akumulasi tamatan SMK masth menjadi penumbang
pengangguran terbesar. Berikut ini capaian sebaran tamatan SMK

Tabel 3.3.1.g
Persentase Penelusuran Tamatan SMK Tahun 2019 s.d 2021
o ! i DATA PENELUSURAN TAMATAN
BEKERJA PERSENTASE
Bekera 45%
Medanjutkan 15%
L 21 Wirausana %
Belum Bekerja 24%
Bakerja 54%
Meianjutkan 19%
‘ 20 Wirsusaha 14%
Belum Bekerja 13%
Bakaria B1%
3 Mekanptkan 4%
2021
Wirausaha 14%
Belum Bekera 12%

Sumber : Bidang SMK 2019-2021

Renrs Perubahan Thves Peschilkan Provme Soomders S lem ﬁs
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Tabel 3.3.1.g

KONDIS! PENELUSURAN TAMATAN SMK
TAHUN 2019 5.D 2021

545

&1%
e
L 9% qax :’ TR SR
e -

E

Sumber : Bidang SMK 2019-2021
h. Belum Maksimalnva capaian SPM Pendidikan Menengah

Standar Pelavanan Minimal atau disingkat dengan SPM
merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar
vang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar
dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar warga negara, dalam pelaksanaan SPM Pendidikan
mencakup 2 (dual lavanan, antara lain : (1). Intervensi layanan
anak miskin yang rentan putus sekolah dan (2) intervensi layanan
untuk anak putus sekolah, berikut ini capaian SPM Pendidikan
Menengah

Tabel 3.3.1,h
2019 5P ':I::;fﬂ: 100 63,06
2020 ﬂ::::ﬁi‘m 100 51,41
2021 Spﬂ::::;‘:‘“ 100 58,14
2022 | SPM :ﬁh"‘““ 100
2023 | SP ﬂﬁ;ﬂ‘m‘ 100
Sumber : Data Dapodik 2019-2021
et Fendwhin Dimas Pondafilos Provmn Sesmmem Schatim ]
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Tabel 3.3.1.h

KONDISI SPM MENENGAH
TAHUN 2019 S.D 2023

T Target %) B Readliau (%)

Lt 166 11 ] 100 100
S 50U U
| 'S L_. lI_D h == | )
My pEaY F2 Y] i shag
i _ Rl Bailinay N
L LT Bt gt P hirtagaly Fienerga Wasrangal|
e 20 i a0z wn

Sumber: Data Dapodik 2019-2021
Dari tabel dan grafik tersebut capaian SPM pendidikan menengah
belum maksimal, untuk tahun 2021 capaian SPM pendidikan
menengah baru mencapai 58,14 %, Dinas Pendidikan akan
berupaya untuk terus meningkatkan capaian SPM Pendidikan
Menengah.

i, Belum Maksimalnyva capaian SPM Pendidikan Khusus
Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM
merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar
dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar warga negara, dalam pelaksanaan SPM Pendidikan
mencakup 2 (dua) lavanan, antara lain : (1). Intervensi layanan
anak miskin yang rentan putus sekolah dan (2) intervensi lavanan
untuk anak putus sekolah, berikut ini caparan SPM Pendidikan
Khusus

Brsvirn Perabuhie s Persbitiban Prm i Sumisters Selutem 70
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Tabel 3.3.1.1
Capaian SPM Pendidikan Khusus Tahun 2019 s.d 2023

3019 SF¥ oo 100 6.22
2020 | SPM Pendidikan 100 6,03
3034 ||| SFMZenakiken 100 7,88
2097 | SPM Feadidian 100
o023 || ‘ERMIEOCK D 100
Sumber : Data Dapodik 2019-2021
Tabel 3.3.1.0

KONDISI SPM PENDIDIKAN KHUSUS
TAHUN 2019 5.D 2023

17

bY ] 100 100 Lon
i il
LA 1% s o T

Peetild ijn Aradidsar Peedadie ipiulim Feiall o
a4 [ 1T IJI'_; L =
il =un "3 M by = |

P (P

Sumber : Data Dapodik 2019-2021

Dari tabel dan grafik tersebut capaian SPM pendidikan menengah
belum maksimal, untuk tahun 2021 capaian SPM pendidikan
menengah baru mencapai 7,88 %, Dinas Pendidikan akan
berupaya untuk terus meningkatkan capaian SPM Pendidikan
Khusus

Belum maksimalnya pembentukan LSP-P1

LSP P1 lembaga pendidikan dan /atau pelatihan tujuan utama
melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta
pendidikan /pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya

Faesviten Prrubaban Derurn Poriciufiloon Provosn fusmeers Saoleon 71
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manusia dari jejaring kerja lembaga induknyva Percepatan
Revitalisasi SMK membutuhkan Kerjasama dari berbagai pihak
baik Dinas Pendidikan, sekolah maupun pihak industri, dalam
pengelolaan Sarana dan prasarana yang berbasis industri,
pembentukan LSP-1, penyelarasan kurikulum sekolah dan industri.
Berikut ini capaian pembentukan LSP pada sekolah menengah
kejuruan

Tabel 3.3.1.j
Jumiah LSP yvang tcrbentuk Ta.hun 21]19 s.d 2023
1 S

2019 |9 “"“ﬁi‘; yang 0 36
a020: | OISR S L vRng 0 36
g1, | e L e 36 36
angz | Jumlah LSP Pl yang 41 47
2023 J“mlahw'ii;; yang 47

Sumber : Bidang SMK 2019-2022

Grafik 3.3.1§

Kandisi LSP-P1 SMK yang terbentuk
Tahun 2019 s5.d 2023

il

el (o P el U il B el B P bl B B

Lomg Ltvemy Ly =1 LyiHg
bl b=t Vi bt 2l bl =i Lei = iib letheitis=h

il oa) il w=rd 2

"*'._'I“’i..-dull. o B qilkn i '_".Jl.r_.'-].j

Sumber : Bidang SMK 2019-2022
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Dari tabel dan grafik tersebut capaian pembentukan LSP-P1 untuk
tahun 2022 baru mencapai 47 LSP-Pl. Masalah pembentukan
LSP-P1 antara lain kurikulum bidang produktif kurang beragam,
eksekusi yang buruk, kapasitas kurang. Industri [tu sering
berubah, kearah terus membaik. Kapasitas profesional guru masih
kurang, metode dan keterampilan mengajar masih terbatas.
Fasilitas dan bengkel praktik yang tidak memadai. Peserta didik
magang dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) tidak
representatif. Kurangnya pelatihan langsung bagi guru. Hingga
ujian sertifikasi bagi lulusan SMK. Ada sejumlah masalah di dunia
SMK vang harus diselesaikan.

k. Belum maksimalnva Jumlah SMK vang memiliki kurikulum link
and match dengan IDUKA
Penvelarasan kurikulum adalah upaya menyesuaikan kurikulum
SMK dengan tuntutan IDUKA yang meliputi kompetensi dan
budaya kerja vang berlaku di IDUKA, Tujuan Penyelarasan
Kurikulum vaitu agar kurikulum SMK sesuai tuntutan dan budaya
kerja vang berlaku di IDUKA, sehingga lulusan SMK memiliki
kompetensi dan etos kerja. Berikut ini data sekolah menengah
Kejuruan vang telah melakukan penyelarasan kurkulum dengan
IDURA

Tabel 3.3.1.k
Jumiah SMK melakukan penyelarasan kunkulum dengan [DUKA

2019 | e oo T 0 50
2020 %“Feﬁfaiﬂ;%kaﬁm SMK 3 =
2021 | P DUKA | © 50
2022 Ffﬂfrlad:‘n ;nu?;cﬁx&m SMK % -
s | R |,
Sumber : Bidang SMK 2019-2022
R Perabatum s Pedsbikar, Prov s Somssera Scimen .
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Grafik 3.3.1.k
Jumiah SMK melakukan penyelarasan kurikulum dengan

IDUKA
Tahoun 2019 5.d 2023
%0 50 0 % N
I S gr y w |

Pdtrytlaran Pemyelaran Penyeliran Pemyeliran Pamytlsran
b Kuetiulum: Kuriklom Kueiogduee Kenkodem

SR A MK eTgAISME dengEtME dengarihis dengan
OUKA  IDUKA  IDUKA  DUKA  HOUKA

PR F i h oo rs| 0y s
& Target (Selolall]  ® Se i (Seiociah)

Sumber : Bidang SMK 2019-2022

Permasalahan penyelaran kurikum SMK dengan IDUKA antara lain
kurikum program vokasi bahkan 75%-nya masih berisi pelajaran
umum, sementara pelajaran kemampuan produksi dan teknik
hanya 25%, umber daya pengajamya, persoalan program vokasi
juga ada pada lamanya waktu tungegu kerja. Sehingga para pelajar
vang semula menunggu panggilan kerja sesuai dengan keahliannya,
malah beralih ke pekerjaan lain, umumnya pekerjaan di bidang

jasa

3.2 Telanh Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih
Visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan 2024.2026 vang

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPUMD)] adalah “Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan
Terdepan”, dengan 4 misinya yang harus dicapai, antara lain:

1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dengan
indikator kinerja sebagai berikut:

a) Laju pertumbuhan ekonomi

b) Pendapatan perkapita

¢} Indeks Wilhamson

dengan 9 (sembilan) kondisi utama, 20 (dua puluh) kondisi antara
dan 53 (lima puluh tiga) kondisi awal

Hemetrs Perhabsan [ Pemdabloan Provios Sastuders Sclaim T4
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2. Meningkatnya  pemerataan pendapatan dan  pengurangan
kemiskinan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
a) Tingkat kemiskinan
b) Rasio gini
dengan 2 (dua) kondisi utama, 6 [enam) kondisi antara dan 16
{enam belas) kondisi awal
3. Meningkatnya perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan
pendidikan dan Kesehatan, dengan indikator kinerja sebagai
berikut:
a) Indeks pembangunan manusia
b) Indeks pembangunan gender
¢} Indeks pembangunan pemuda
dengan 2 (dua) kondisi utama, & (enam) kondisi antara dan 18
(delapan belas) kondisi awal
4. Meningkatnva pelestarian lingkungan dan menurunnya resiko
bencana, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
a) Indeks kualits ingkungan hidup
b) Persentase penurunan emisi gas
¢ Indeks resiko bencana Sumsel
Dengan 6 (enam) kondisi utama, 13 (tiga belas) kondisi antara dan
26 {dua puluh enam) kondisi awal
5. Meningkatnya tata Kelola pemernntahan, dengan indikator kinerja
sebagai berikut:
a) Indeks reformasi dan birokrasi
dengan 3 (tiga) kondisi utama, 20 (dua puluh) kondisi antara dan 26
(dua puluh enam) kondisi awal
Adapun yang mempunyai keterkaitan langsung dengan bidang
pendidikan adalah :

1. Misi 2 (dua) yaitu Meningkatnya pemerataan pendapatan dan
pengurangan kemiskinan dengan indikator tingkat kemiskan
dimana yang ingin dicapai adalah berkurangnya angka
kemiskinan melalui pendidikan dengan pelaksanaan boarding
achool khusus siswa miskin yang memiliki potensi akademik

hematin Prrubsaban Dy Peiicudebor P sl Satutess Selagan 75
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dengan mendapatkan pelayvanan pendidikan secara gratis
sampail menamatkan jenjang pendidikan yang diampuhnya.

2. Pada misi 3 (ketiga) yaitu meningkatnya perluasan akses dan
kesempatan terhadadap pelavanan pendidikan dan Kesehatan
dengan indikator yang akan dicapai adalah indeks
pembarigunan manusia, di dalam indeks pembangunan manusia
indikator kinerja adalah angka rata-rata lama sekotlah (RLS), dan
angka harapan lama sekolah [HLS). Untuk pelaksanaan angka
rata-rata lama sekolah diintervensi dengan pelaksanaan
Program Sekolah Gratis agar anak anak di Sumatera Selatan
dapat bersekolah hingga jenjang SMA, SMK, SLB negeri dan
swasta serta MAN dan MAS sedangkan untuk harapan lama
sekolah diintervens: dengan pelaksanan Program Kuliah gratis
yang ditujukan agar lulusan SMA/SMK dapat melanyutkan ke
jenjang perguruan tinggi

3.3 Telaah Renstra K/L dan Rensta

Tahun 2020 merupakan awal periode Renstra
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2020-2024,
sementare dokumen Renstra Dinas Pendidikan Provins
Sumatera Selatan merupakan Perubahan Renstra periode
2019-2023, oleh karena itu belum dapat dilakukan telaahan
secara mendalam terhadap kebijakan nasional vang terkait
dengan pembangunan pada sektor pendidikan vyang dapat
diselaraskan antara program nasional dan Provinsi dalam 5
(lima) tahun ke depan. Namun demikian, sebagai langkah awal
telashan dapat dilakukan dengan berpijak pada penyusunan
rancangan rencana pembangunan secara teknokratik yang
berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun
2020-2024. Dalam RPJMN, secara umum sasaran RPJMN
2020-2024 terdapat 9 (Sembilan] misi yang dikenal dengan
Nawacita Kedua dengan Misi adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia,

Bemaira Poribabe D Ponbuhb s Movess Sanuiers Selesan H
Taduan X124 - JO6




2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandin, dan Berdaya
Saing;

3, Pernbangunan yang Merata dan Berkeadilan;

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya vang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat,
dan Terpercaya,

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa
Aman pada Seluruh Warga:

8. Pengelolaan  Pemerintahan  yvang Bersih, Efektif dan
Terpercava,

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
Dari sembilan point sasaran di atas, pada point 1 vang masuk
ke renstra Kemeninan Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Peningkatan
Kualitas Manusia Indonesia Pembangunan SDM  dengan
memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi,
pergeseran  sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan
perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada
setiap tingkatan dan bidang kebudayaan, yang juga sejalan dengan
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam rensira Dinas
Pendidikan peroide 2024 s.d 2026
Sementara arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional adalah:
1. Pembangunan SDM;
Pembangunan Infrastruktur;
Penyederhanaan Regulasi,
Penyvederhanaan Birokrasi dan;
Transformasi Ekonomi.

oo w

Kebijakan pembangunan pendidikan di Provinsi Sumatera
Selatan, dirumuskan dalam isu-isu strategis yang dijabarkan dalam
RPJMD periode 2024-2026, antara lain adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
2. Meningkatnya pemerataan pendapatan dan pengurangan
kemiskinan,

ety Doz [ Hemirbihas Ve e ey Selate -
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3. Meningkatnya perluasan akses dan kesempatan terhadadap
pelayanan pendidikan dan Kesehatan;
4, Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunnya restko
bencana;
5. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan
Dari 5 |(lima)] point di atas, dua point vang langsung
berimplikasi terhadap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan
pemerintah Provinsi dan pemerintah Kab/Kota, yvaitu Meningkatnya
pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dan
Meningkatnya perluasan akses dan kesempatan terhadadap pelayanan
pendidikan dan Kesehatan. Sementara kebijakan umum anggaran
Propinsi Sumatera Selatan pada 3 (tiga) tahun mendatang terkait
pembangunan pendidikan diarahkan pada program-program yang
dapat memberikan kontribusi terhadap pencapain pendidikan untuk
semua antara lain adalah : (1) Peningkatan IPM (rata-rata lama
sekolah dan harapan lama sekolah), (2] Peningkatan APM, (3] Sekolah
penggerak, (4). SMK Pusat Keunggulan, (5) Guru Penggerak, (6)
Percepatan Revitalisasi SMA dan SMK dan (7) terpenuhinva layanan
SPM pendidikan menengah dan pendidikan khusus, (8) Rapor mutu
pendidikan (9) Peningkatan pendidikan inklusi, {10) Peningkatan
angka partisipasi sekolah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi bertujuan untuk mewujudkan rencana tata Tuang
wilavah provinsi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
sehubungan dengan Undang - Undang tersebut Pemerimtah
Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun tata ruang Provinsi
Sumatera Selatan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun
2016 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
tahun 2016-2036 adalah mewujudkan ruang wilayah Provinsi
vang produktif, efisien, berkualitas, dengan memanfaatkan

onazrs Verphabun Dines Fandilhan Provim Sumsimrs Sien 7R
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keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan
lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan
ekonomi, sosial, dan budava vang dilakukan berdasarkan
prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi,
serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan
kearifan lingkungan. Penggunaan sumber dava alam harus
selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.
Oleh karena itu Pembangunan infrastruktur dalam bidang
pendidikan juga harus mempertimbangkan kajian lingkungan
hidup strategis untuk tetap dapat menjaga kelestarian sumber
daya alam demi mewujudkan peningkatan sumber daya
manusia yang handal.
3.5 Penentuan isu - isu stategis
Berdasarkan amanat Undang - Undang No. 23 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah yang mengatur pembagian kewenangan
antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota, sesual dengan
amanat Undang = Undang tersebut Dinas Pendidikan Provinsi
mengelola pendidikan untuk jenjang SMA, SMK,SLEB negen dan swasta
Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas telah di disimpulkan
beberapa telahaan yang telah tersusun, antara lain adalah :
. Telahaan terhadap layanan pendidikan di Provinsi Sumatera
Selatan dalam 3 (tiga) tahun ke depan
2. Telahaan terhadap perancanaan pembangunan nasional yang
bersinkronisasi terhadap pembanguan di Provinsi dan Kab/Kota
3. Telaahaan terhadapa isu-isu vang berkembang sesual dengan
arah kebijakan pusat yang searah dengan kebijakan di daerah
sehingga terdapat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
4. Dari point | sd 3 tersebut maka di dapat permasalaharn-
permasalahan aktual pendidikan vang bersinkronisasi dengan
kebijakan pusat yang akan menjadi isu strategis pendidikan
pada Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai selama 3
(tiga) tahun ke depan yang tertuang di dalam renstra Dinas
Pendidikan, seperti :

femwtre Poubabion i ko Pendefian Provims Somstees Sclsian R0
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a. Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
Tingkat pendidikan penduduk di Sumatera Selatan diukur
dengan angka rata-rata lama sekolah, saat ini angka rata-
rata lama sekolah untuk tahun 2022 di Provinsi Sumatera
Selatan baru mencapai 8,37 tahun, masih di bawah angka
rata-rata lama sekolah Nasional sebesar 8,69 tahun, artinya
rata-rata lama sekolah penduduk di Sumatera Selatan pada
angka 8,37 tahun itu berada pada jenjang pendidikan SMP
kelas 8

Tabel 3.5.4.a.1
Anpgka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019 s.d 202

2019 Sekolah 8,35 B,18
Rata-rata Lama
2020 Sekolah 8,47 824
. Rata-rata Lama
2021 Sekolah 8.63 83
Rata-rata Lama
\ Rata-rata Lama
2023 Sekolah 8,95
Sumber : BPS tahun 2019-2022
Diagram 3.5.4.a.1
KONDISI ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH
TAHUN 2019 5.D 2023

pes
Mith 201 Fa1¥s | a0 08
m Targed (Tahum) e Moabisan {Tabun}

Sumber : BFS tahun 2019-20722
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Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefimisikan sebaga
lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan
dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
Angka barapan lama sekolah di Provinsi Sumatera Selatan
tahun 2022 berada pada angka 12,55 tahun masih di bawah
angka harapan lama sekolah nasional sebesar 13,10 tahun,
artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun vang masuk
jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki
peluang untuk bersekolah selama 12,35 tahun atau setara
dengan Diploma |

Tabel 3.5.4.a.2
gka Harapan Lama Sekolsh Tahun 2019842023 __

| Rata-rata Lama

2020 | Rata-rata Lama Sekolah | 12,77 12,45
2021 | Rata-rata Lama Sekolah | 12,98 12,54
| 2022 | Rata-rata Lama Sekolah | 13,19 12,55

2023 | Rata-rata Lama Sekolah 13,4

Sumber : BPS tahun 2019-2022

Diagram 3.5.4.a.1

KONDISI ANGKA HARAPAN LAMA SENOLAH

TAHUN 2019 5.D 2023
134

19
1877 -
2020 2011 ma

iz
& wTaiget{Tahian) + Reblisas {Tahin)

Sumber : BPS tahun 2019-2022
b. Angka partisipasi murni;
c. Angka partisipsi sekolah;
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d. Revitalisasi SMA dan SMK;
Pelaksanaan revitalisasi SMA dan SMK sangat perlu
dilakukan karena memang saat ini kondisi sarana dan
prasarana di SMA dan SMK cenderung banyvak yang rusak
sehingga perlu perhatian khusus dan pendanaan khusus
Dalam pelaksanaan revitalisasi SMK Pemerintah Pusat
sampai mengeluarkan Impres Nomor 9 tahun 2016 dalam
upava percepatan revitalisasi SMK dan mempersiapkan
tamatan SMK yang siap untuk memasuki dunia kerja dan
dunia industri (DUDI])

e. Pendidikan Inklusi;

f. Sekolah Penggerak
Program Sekolah Penggerak adalah katalis untuk
mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Program Sekolah
Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa
secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan
numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul
(kepala sekolah dan guru). Untuj jenjang SMA total sekolah
penggerak sebanyak 61 sekolah dengan penjabaran untuk
SMA Negeri sebanyak 54 sekolah dan SMA Swasta sebanyak
7 sekolah

g Sekolah Pusat Keunggulan
SMK Pusat Keunggulan merupakan program pengembangan
SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam
peningkatan kualitas dan kinerja, vang diperkuat melalui
kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia
industri, dunia kerja, yang akhimya menjadi SMK rujukan
yang dapat berfungsi sebagai sekolah penggerak. Saat ini
untuk SMK PK baru 25 sekolah

h. Quru Penggerak
Quru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang
mendorong tumbuh kembang murid secara holistik; aktif
dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk
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mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada
murid; serta menjadi teladan dan agen transformasi
ekosistern pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar
Pancasila. Program guru penggerak bagi pendidik yaitu
meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran
vang berpusat pada murid. Pendidik dapat meningkatkan
performa dini dalam menjadi guru yang sebenar-benarnya
vang berpusat pada murd, Saat ini jumlah guru penggerak
yang sudah bersertifikat baru 354 orang, 8 orang guru SLB,
261 arang guru SMA, 85 orang guru SMK

i. Kurikulum Merdeka (Mandiri belajar, mandiri berubah dan
mandiri berbagi) dalam penguatan pengutaan profil pelajar
Pancasila
Untuk jenjang SMK yang sudah menjalan kunkulum
merdeka baru 101 sekolah negeri maupun swasta dengan
penjabaran sekolah SMK Negeri sebanyak 54 sekolah dan
swasta sebanyak 47 sekolah sedangkan untuk jenjang SMA
vang telah menjalankan kurikulum merdeka sebanyak 277
sekolah

j. Rapor Mutu Pendidikan
Rapor Pendidikan adalah Indikator terpilih Dari Profil
Pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek
vang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan
pendidikan, Rapor Pendidikan diperoleh dari perbandingan
nilai indikator antar tahun. Raport Pendidikan Referensi
utama sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak
lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Satu-satunya
platform untuk melihat hasil Asesmen Rasional. Sumber
data vang objektif dan andal di mana laporan disajikan
secara otomatis dan terintegrasi. Rapor Pendidikan berisi
data dari hasil Asesmen Nasional berupa capaian numerasi
dan literasi siswa, survey karakter, serta survey lingkungan
belajar. Data disajikan dengan grafik dan bisa diakses oleh
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satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun publik.
Berikut ini capaian rapor pendidikan di Sumatera Selatan

Tabel 3.5.4
Nﬂii Hngor F’eniiidikan Tahun 202

— — Z e - =
Literasi 1,7 1,88 Hasil Belajar
Numerasi 1,63 1,73 Kognitif
Indeks Karakter 2,12 9.96: | Hmsil Belajar
Non Kognitif
2021 | klim Keamanan 23 2,37
Keseteraan Kualitas
Gender 2,17 2,24 | Lingkungan
Kebhinekaan 2,19 227 | oear
Iklim Inklusivitas 1.9 1,94
Sumber : Kemendikbud 2021
Diagram 3.5.4.
KONDISI NILAI RAPOR
PENDIDIKAN
TAHUN 2021

SiCapsdon Prowine 5 Cagian National
L7ALES  ye3qyy MMZE A3 237 a1z 2B .9 104

vt Jus Nul sl ot sv
Pl oMo o g

on

wobhmakas
liklipitst

N
Fapqeanan

Sumber : Kemendikbud 2021
k. Pemenuhan layanan SPM ( SPM Pendidikan Menengah dan

Pendidikan Khusus).
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Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis

sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka Dinas Pendidikan
melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, vang
dirumuskan dalam program prioritas, antara lain vaitu :

1.

Penirigkatan akses dan layanan pendidikan dalam peningkatan
angka rata-rata sekolah, harapan lama sekolah, APK, APM, angka
melanjuthan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan program
sekolah gratis, program kuliah gratis, penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan bagi masyarakat, meningkatkan peranan
orang tua dalam pembiayaan sekolah dan mengoptimalkan
peranan CSR ke pendidikan

Revitalisasi SMA dan SMK secara menyeluruh baik pada SDM
Pendidikan, kurikulum vang bersinegis dengan industri, sarana
dan prasarana berstandar industi, peningkatan LSP-P1 bahkan
LSP-P2 serta meningkatkan peran dari pihak industri pada
pendidikan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ada
di sekolah SMA dan SMK sesuai dengan kondisi di industri
Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan,
distribusi pendidik yang merata

Peningkatan guru penggerak

Pendanasn yang memadai baik lewat APBD maupun lewat dana
transfer pusat untuk peningkatan infrasuktur Pendidikan,
Pemerataan pendidikan baik di daerah maupun di perkotaan
karena masih terdapat kesenjangan pendidikan baik di kota
maupun di desa,

Mendorong implementasi pelaksanaan SPM pendidikan.

8. Peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan nilai rapor

9.

muty Pendidikan
Peningkatan sekolah penggerak

10. Peningkatan SMK Pusat Keunggulan

11. Sosialisasi dan impelementasi kurikulum merdeka
12. Peningkatan sekolah penerapan inklusi

13. Penyelarasan kurikulum SMK dengan IDUKA
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pendidikan vang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 8 rahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas
Daerah Propinsi Sumatera Selatan, tugas pokok dan fungsi Dinas
Pendidikan telah disusun di dalam Peraturan Gubernur (Pergub)
Nomor 52 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan
Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan vaitu
melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di
bidang Pendidikan sedangkan untuk UPTD Dinas Pendidikan uraian
tugas, fungsi dan struktur organisasi tertuang di dalam Peraturan
Gubenur (Pergub) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan,
Uraian Tugas dan Fungsi Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera.

Secara harpiah, tujuan adalah hasil yang diinginkan oleh Dinas
Pendidikan untuk pencapaian target dan sasaran pada RPJMD yang
tertuang di dalam Renstra Dinas. Bedanya untuk RPJMD periode
2024-2026 tidak ada wisi dan musi kepala daerah terpilih tetam
menjalankan visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dari point diatas, maka tujuan yvang ingin dicapai dalam 3 (tiga)
tahun ke depan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada
sektor pendidikan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan
adalah berpijak pada rumusan visi dan misi Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan vang sudah ditetapkan untuk 3 (tiga) tahun
mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan
analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan Dinas
Pendidikan mengarah pada perumusan strategi, program, dan
kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas
dalam rumusan visi dan misi di atas. Berdasarkan tujuan yang sudah
ditetapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas
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Pendidikan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun
waktu 3 (tiga) tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannva
antara lain adalah sumber dayva yvang di miliki serta faktor lingkungan
yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut. Rumusan
tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan periode tahun
2024-2026 adalah:

. 8
-~

Rmites Poralsbos s ferstaliban Proyuse Sunsens Sedatnn

Penuntasan Kemiskinan lewat Pendidikan;

Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada
pendidikan di Sumatera Selatan;

Peningkatan mutu pendidikan vang berpedoman 8 (delapan)
standar pendidikan dalam dalam pencapaian nilai akreditasi
minimal B;

Meningkatkan kualitas SDM Pendidikan baik Siswa, Pendidik dan
Tenaga Kependidikan;

Peningkatanan kualitas vokasi

Peningkat pelayanan pendidikan khusus (SLB) lewat pendidikan
inklusi serta pelaksanaan layanan khusus

Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM] Pendidikan
Menengah dan Khusus;

Mewujudkan Merdeka Belajar yaitu perubahan terhadap
mekanisme ujian nasional menjadi assement nasional, perubahan
terhadap penjaminan mutu pendidikan menjadi rapor mutu
pendidikan, perubahan pelaksanaan kurikulum dar kurikulum K-
13 ke kurikulum merdeka, penyesuian kebijakan dana BOS,
pelaksanaan guru penggerak, sekolah penggerak, SMK pusat
keunggulan, perluasan beasiswa Lembaga pengelola pendidikan,
Sasaran Dinas Pendidikan dirumuskan berdasarkan tujuan darn
masing-masing misi yang sudah dirumuskan. Adapun definisi
sasaran ity sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu,
kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran disusun untuk
mengukur  keberhasilan suatu pekerjaan, serta untuk
mempermudah mengintervensi terhadap permasalahan yang akan
dihadapi.
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Terkait dengan hal tersebut, Dinas FPendidikan telah

menentukan sasaran untuk mencapai visi dan misi yang telah
dirumuskan yaitu Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan.

Dalam pencapain visi tersebut, Dinas Pendidikan dengan seluruh
sumber daya yang ada dari pimpinan sampai dengan jajaran di
bawahnya berkoordinasi dan berkonsolidasi agar visi dan misi
tersebut terlaksana dengan baik dan rumusan sasaran yang ngin
dicapai sesuai dengan waktu yang ditentukan baik tahunan,
seémesteran, triwulanan atau bulanan dengan tetap berpijak pada
RPJMD periode 2024-2026 dengan sasaran sebagai berikut

1.

Berkurangnya orang miskin melalui pendidikan dengan sasaran
vang ingin dicapai adalah terpenuhinya siswa miskin yang
memperoleh lavanan pendidikan gratis yang memiliki potensi
akademik agar dapat mengubah miskin turunan melalui
pendidikan

Meningkatnya akses dan layanan pendidikan di Sumatera Selatan,
dengan sasaran yvang ingin dicapai antara lain :

Meningkatnya angka Rata-rata Lama Sekolah;

Meningkatnyva angka Harapan Lama Sekolah;

Meningkatnya Angka partisipasi murni (APM);

Meningkatnya angka partisipasi;

Meningkatnya sekolah vang menerapkan pendidikan inklusi;
Meningkatnya jumlah SMK pusat keunggulan

Meningkatnya Jumlah Sekolah Penggerak

HEE IR L~

. Peningkatan Mutu Pendidikan dengan sasaran yang ingin dicapai

antara lain:
a. Penirigkatan akreditasi sekolah
b. Peningkatan pendirian LSP-P
¢. Peningkatanan kualitas vokasi
d. Penyelarasan kurikulum SMK dengan [DUKA
¢. Meningkatnyva rapor mutu pendidikan
f. Meningkatnyva sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka
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4. Meningkatkan kualitas SDM baik SDM pendidikan maupun SDM
siswa vang kompeten, dengan sasaran yang ingin dicapai antara
lain:

Meningkatnya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;

Meningkatnyva Pendidik yang menjadi Guru Penggerak;

Meningkatnya Prestasi Siswa di tingkat Nasional.

Meningkatnya Pendidik dan {enaga kependidikan yang memiliki

prestasi tingkat nasional
e. Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja

5, Pemenuhan capaian SPM Pendidikan, dengan kretaria sebagai
berikut ;

a. Memastikan layanan bag siswa miskin vang rentan putus
sekolah baik untuk jenjang pendidikan menengah (16-18 tahunj

b. Memastikan layanan bag siswa miskin yang rentan putus
sekolah baik untuk jenjang khusus (4-18 tahun);

¢. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kowa dapat
memberikan layanan bagi anak putus sekolah untuk
melanjutkan ke jenjang Pendidikan Non Formal (Paket)
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Tabel 4.1 TC 25
Tujuan, sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan

Sasaran

Indikator tjuan /sasarmn

Target kinerja tahun ke

2024 2025 2020
Eﬂrniﬁuﬁ orang miskin Persentase m:m_.l* pengangguran terbuka |Jumiah siswa miskin vang menerima bantuan 300 200 300
melalui pendidikan berdasarkan lenjang pendidikan pendidikan
gﬁﬁ - Indeks Pembangunan Manusia Angha ratn - rata lama sekolah 8.47 8.57 867
Angka harapan lama sekolah 12,56 12,57 12,58
APM Sekoluht Menengah 70,72 75,74 4c,72
Anghka Partisipasi sekolah [APS) 72,78 73,35 73,95
Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi 94 a5 96
Jumlah SMh pusar keunggulan 30 i5 40
Jumlah sekolah penggerak 65 70 75
Porsentase capoaion SPM Pendidikan Menengah 100 100 100|
Persentase capaian SPM Pendidikan Khusus 100 100 LOO
Peningkatan Mutu Pendidikan |Nilal rata-mata gssesment nusioanal Persentase Akreditasi SLB
A 11 12 13
B e L 47 48
c 249 25 24
D 19 20 19

Persentast Akreditasi Sekolah Menengah

£ |




Tujman Sasaran Indikator tujuar /sasaran Target kineria EE:_. ke :
20024 2025 2026

A 41 43 45
B 36 34 40
C 17 is 13
8} 6 4 2
Jumlah SMK yang memiliki LSP-PI 51 53 55
Jumlah SMK yang melakuian penyelarasan 72 75 8
kurikulum dengan [DUKA
Rata-rata nllal mpor mutu pendidikan
1. Nilai literast 1,79 1.84 1,89
2. Nilal Numerasi 1,68 1,73 1,78
3, Indeks Kamkter 2,17 2.22 227
4. lklim Keamanan 235 24 2,45
5.Keseteraan Gender 2,22 2,27 2,32
6, Kebhinekauan 2,24 2,19 4,34
7. lklim Inklugivitas 1.95 2 2,05




; : i n inhur ke

No Tujuan Sasarun Indikator tujuan/ sasaran uh.“.mn. E”An.uwm = 2026
Jumluh sekolah yang merapkan kurikulum merdeka
1. SMA 59 64 69
2. SMK 106 111 116
3.8LB 5 6 v

4 [Meningkatkan kualitas SOM Jumlah Pendidik bersertifikat Persentase Kualifikasi pendidik a8 % 100
Jumlah gury SMA yang menjadi guru penggeralk 270 285 300
Jumlah gurd SMK yang menjadi guryu penggerak a5 110 120|
Jumibah guru SLB yang menjadi guru penggerak 10 12 15
Jumlah siswa yang berpretasi naslonal 20 25 30
Jumilah Penudidik vang berprestasi nasionol 2 3 4
Persentase Lulusan SMK yang terserap kerja 75 77 79
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BABYV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan
“Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan”, dengan 4
misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan misinva yang harus
dicapai melalui Organisasi Perangkat Dacrah Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan strategi dan arah
kebijakan sebagai berikut:

1. Misi 2 (dua) yaitu Meningkatnya pemerataan pendapatan dan
pengurangan kemiskinan dengan indikator tingkat kemiskan.
Sasaran yvang ingin dicapai yaitu menurunnya jumlah orang miskin
melalui pendidikan agar tidak menjadi miskin secara struktural,
turun temurun dan masif, di dalam pencapmian diakukan melalul
strategi antara lain:

a. Memberikan kepastian jaminan layanan pendididikan bagai anak
kurang mampu dan miskin untuk memperoleh kepastian akan
pendidikan.

b. Memastikan  ketersediaan anggaran  pendidikan  untuk
pembiayvaan pendidikan dalam mengurangl biaya operasional
pendidikan

Strategi diatas diperlukan untuk mengurangi angka putus sekolah,

dimana tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat

pendapatan individu, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan,
tingkat pendapatan juga akan meningkat, sehingga Dinas

Pendidikan berupaya agar peserta didik dapat menyelesaikan

pendidikan minimal pendidikan menengah atas agar jika mereka

bekerjia penghasilan yang akan mereka dapat lebih baik, dengan
meningkatnya pendapatan individu maka dapat mengurangi tingkat
kemiskiman.

2. Meningkatnya periuasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan
pendidikan dan Kesehatan dengan indikator indeks pembanguan
manusia (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan
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meningkatnya jumlah lembaga pendidikan vang berkualitas di

dalam pencapaian dilakukan melalui strategi antara lain:

a. Meningkatnya akses akan Pendidikan

b. Meningkatnya mutu Pendidikan

c. Meningkatnva kualitas SDM

Strategi diatas diperlukan untuk memastikan kemudahan akan

akses dalam menikmati layanan pendidikan yang berkualitas dan

bermutu di dalam menghasilkan SDM vyang berkualitas dan
bermutu untuk meningkatkan pembangunan di Provinsi Sumatera

Selatan.

Arah kebijakan strategis yang dilakukan oleh dinas Pendidikan

Provinsi antara lain :

1. Dalam mencapai misi 1 (satu) vaitu meningkatnya pemerataan
pendapatan dan pengurangan Kemiskinan, kebijakan strategis
yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. kepastian jaminan layanan pendididikan bagai anak kurang
mampu dengan kebijakan vang dilakukan adalah dengan
memastikan penerimaan peserta didik baru (FPDB] melalu
jalur penerimaan afirmasi

b. Pembiayaan Khusus untuk anak miskin yvang memiliki potensi
akademik, arah kebijakan dengan memberikan pembiavaan
gratis bagi anak miskin yang memiliki potensi akadmik pada
SMAN Negeri Sumatera Selatan sampai menyelesaikan jenjang
pendidikan;

¢. Pembiayaan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi
khusus seperti olahraga secara gratis pada sekolah olahraga
sriwijaya (SMA SONS) Sumatera Selatan sampai menyelesaikan
jenjang pendidikan

d. Pembiayaan pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta untuk
mengurangi beban biaya pendidikan arah kebijakan dengan
Pelaksanaan Program Seckolah Gratis untuk sckolah Negeri dan
Swasta,

Funseies Piengdvilonnt [henss Pembudidon Pewvms Sumsiers Selutan
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2. Dalam mencapai misi 3 (tiga) yaitu meningkatnya perluasan akses
dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan Kesehatan,
kebijakan strategis vang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Memastikan ketersedian sekolah baik untuk jenjang SMA,
SMK, SLB untuk memastikan akses pendidikan

b. Mengoptimalkan pelaksanaan program pendidikan inklusi
untuk mengakomodir anak berkebutuhan khusus untuk
memperoleh pendidikan pada sekolah umum

¢. Mematikan ketersedian ruang kelas untuk menambah daya
tampung peserta didik untuk meningkatkan angka
melanjutkan

d. Memastikan ketersedian pendidik dan tenaga kependidikan
untuk memastikan berjalannya proses pembelajaran

e. Memastikan ketersedian anggaran pengelolaan pendidikan baik
dari pemerintah maupun dari swadaya masyarakat dan pihak
lain vang peduli dengan pendidikan

f. Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana di
sekalah dalam pencapaian akreditasi sekolah

g Meningkatkan penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan
sekolah pengerak, SMK pusat keunggulan, peningkatan
pendirian LSP-P1

h. Peningkatan capaian nilai rapor mutu pendidikan

i. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui guru
penggerak, guru yang beprestasi nasional, siswa yang
berprestasi nasional, meningkatnya lulus SMK vang terserap
kerja

j. Peningkatan kualitas pembelajaran dengan penguatan
implemtasi penerapan kKurikulum merdeka

k. Pembiayaan pangadaan pakaian seragam sekolah bagi siswa
miskin, ketersedian buku pelajaran dalam pemenuhan SPM
pendidikan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus,
secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan
yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan.
Sedanrgkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit
atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi
dari suatu kebijakan, vang berlangsung dalam proses vang
berkesinambungan, dan tegjadi dalam suatu organisasi yang
melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang vang harus
diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau
implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif
lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3)
Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang
Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan
vang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal
penting vang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat
menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang
tentunya ditentukan bagaimana cara SeOorang manager menyusun
sebuah perencanaan tersebut.

Pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi

satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/
lembaga /masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran.
Dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun
2024-2026, program dan kegiatan dikelompokan dalam dua kategori,
vaitu Program/Kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Penunjang.
Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana keria vang
berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan
program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang
memberikan dampak secara tidak langsung,.
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas. Arah yang
dimaksud dalam organisasi adalah; organisasi menerapkan pola
penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi,
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan.
Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling aw al
perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang dibutuhkan.
Adapun definisi indikator kinerja itu adalah ukuran kuantitatif
dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran atau tujuan vang telah ditetapkan. Indikator Kinerja tidak
hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran
strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator
kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur
secara langsung.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran pendidikan
dalam pembangunan sangat penting. Sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan harus
berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran pada RPJMD perubahan yang ditunjukkan dengan
indikator kinerja vang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menten
dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan didasarkan atas
Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan pada Peraturan
Presiden No 2 tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100
tahun 2018 dan Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang standar.
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Tabel TC. 28

indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisis kinerja

Target Capaian Setiap

pada awal kinerja
No Indikator  periode RPJMD — | pada :Mwu.
2019 2024 | 2025 | 2026 | poywun
1 | Urusan Pendidikan |
iswa miski i idiks 300 Peserta | 355 | 300 | 300 300
1.1 | Jumlah siswa miskin yang menerima bantuan pendidikan Didik
1.2 | Angka rata - rata lama sekolah 8,1 Tahun 8,47 8,57 8,67 8,67
1.3 | Angka harapan lama sekolah 12,5 Tahun 12,56 12,57 12,58 13,4
1.4 | APM Sekolah Menengah 59,87% 70,72 | 75,72 | 80,72 80,72
1.5 | Angka Partisipasi sekolah (APS) 69 65% 72,75 73,35 73.95 73,95
1.6 | Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi 92 Sekolah 94 95 96 96
1.7 | Meningkatnya Jumlah SMK Pusat Keunggulan Na 30 35 40 40 o
1.8 | Jumlah SMA Penggerak Na 65 70 75 75
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Kondisis kinerja

Kondisi kinerja

No Indikator EMMMM MMW_EU i nﬁmﬂ: e pada akhir
2019 2024 | 2025 | 2026 | Pemode RRIMD
1.10 | Persentase capaian SPM Pendidikan Khusus Na 100 100 100 100
1.11 | Persentase Akreditasi SLB
1.12 | A 12,9 11 12 13 13
B 48,39 46 47 48 48
G 6,45 24 25 24 24
D 32,26 19 20 16 19
Persentase sekolah menengah terakreditasi:
A 23,76 41 43 45 45
B 28,82 36 38 40 40
C 12,26 17 15 13 13
D 35,15 6 4 2 2
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Kondisis kinerja

Kondisi

pada awal Target Capaian Setiap Tahun |  kinerja
No Indikator periode RPUMD pada akhir
2019 2024 | 2025 | 2026 | Periode
RPIJMD
1.13 | Jumlah LSP vang terbentuk Na 51 53 55 55
Jumlah SMK yang memiliki kurikulum link and match :
1.14 dengan IDUKA Na 72 75 78 78
1.15  Rata-rata nilai rapor mutu pendidikan
1. Nilai literasi Na 1,79 1,84 1,89 1,89
2. Nilai Numerasi Na 1,68 1,73 1,78 1,78
3. Indeks Karakter Na 217 222 2,27 227
4. lllim Keamanan Na 2,35 2.4 2,45 2,45
5.Keseteraan Gender Na 2,22 2,27 2,32 2,32
6. Kebhinekaan Na 2,24 2,29 2,34 2,34
7. lkdim Inklusivitas Na 1,95 2 2,05 2,05
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Kondisis kinerja

No indikator un:ﬂunm MMH__U Targe! Copaian Setp fanin _ﬁnhm.w, Hﬂmﬁ
2019 2024 | 2025 | 2026 | Periode RRIMD
1 | Urusan Pendidikan

1.16 | Jumlah sekolah vang merapkan kurikulum merdeka
1. SMA Na 59 64 69 69
2. SMK Na 106 111 116 116

1.17 ﬂn_.mn:nﬂnu Kualifikasi pendidik 95,63% a8 99 100 100
Jumlah guru SMA yang menjadi guru penggerak Na 270 285 300 300
Jumlah guru SMK yang menjadi guru penggerak Na 95 110 120 120
Jumlah guru SLB yang menjadi guru penggerak Na 10 12 15 15
Jumlah siswa yang berpretasi nasional Na 20 25 30 30
Jumlah Pendidik yang berprestasi nasional Na 2 3 4 4
Persentase Lulusan SMK vang terserap kerja 55,78 75 77 79 79
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BAB VI

PENUTUP
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika masyarakat
lokal dan global serta tingginya tuntutan masyarakat terhadap
iayanan pendidikan, merupakan hal-hal yang harus disikapi dalam
penyusunan rencana strategis pembangunan pendidikan di Indonesia
umumnyva dan Sumatera Selatan khususnya.

Optimalisasi sumber daya lokal berupa; anggaran daerah,
sumber daya manusia, nilai/norma kearifan lokal merupakan
variabel-variabel vang harus di kalkulasi secara tepat dalam
perencanaan pembangunan pendidikan

Berpijak pada hal-hal tersebut di atas, Rencana Strategis Dinas
Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini disusun secara sistematis
dalam kerangka berpikir berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur
Sumatera Selatan periode 2019-2023.

Rencana strategis ini menjadi acuan dalam melaksanakan
pembangunan pendidikan di Sumatera Selatan dalam kurun waktu
lima tahun kedepan baik secara fisik, maupun non fisik. Renstra ini
juga sebagai tolak ukur pencapaian target yang telah ditetapkan
melalui beberapa indikator-indikator baik mikro maupun makro.

Rinerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang
pendidikan akan terlihat pada pencapaian indikator yang dinilai dari
aspek efektivitas, efisiensi dan akuntabel, artinya program strategis
yang telah disusun akan efektif dalam mengatasi permasalahan
pendidikan sekaligus mengembangkan potensi-potensi vang ada.
Prinsif efisiensi terkait dengan penggunaan anggaran yang tepat dalam
membangun pendidikan, sedangkan prinsif akuntabel bermakna
bahwa program dan kegiatan yang telan disusun dalam rencana
strategis ini dapat di pertanggung jawabkan secara administrasi,
hukum dan moralitas.
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Provinsi Sumatera Selatan ini disusun secara sistematis dalam
kerangka berpikir berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur Sumatera
Selatan periode 2019-2023,

Rencana strategis ini menjadi acuan dalam melaksanakan
pembangunan pendidikan di Sumatera Selatan dalam kurun waktu
lima tahun kedepan baik secara fisik, maupun non fisik. Renstra ini
juga sebagai tolak ukur pencapaian target yvang telah ditetapkan
melalui beberapa indikator-indikator baik mikro maupun makro.

Kinerja pemernintah Provinsi Sumatera Selatan di bidang
pendidikan akan terlihat pada pencapaian indikator vang dinilai dari
aspek efektivitas, efisiensi dan akuntabel, artinya program strategis
vang telah disusun akan efektif dalam mengatasi permasalahan
pendidikan sekaligus mengembangkan potensi-potensi yang ada.

Prinsif efisiensi terkait dengan penggunaan anggaran vang tepat
dalam membangun pendidikan, sedangkan prinsil akuntabel
bermakna bahwa program dan kegiatan yang telan disusun dalam
réncana  strategis ini dapat di  pertanggung jawabkan secara
administrasi, hukum dan moralitas.
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